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ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PASAL 39 AYAT
(1) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN PASAL 115 KOMPILASI
HUKUM ISLAM DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERCERAIAN DI
MUKA PENGADILAN
(Studi Kasus Desa Blimbing Sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur)

Oleh:
Aan Oktania Dewi

Perceraian yang terjadi pada masyarakat desa Blimbing Sari Kec. Jabung
Kab. Lampung Timur sebagian dari mereka yang bercerai masih melakukan
perceraian di bawah tangan setelah melakukan pernikahan secara sah dan resmi
yang dicatatkan di KUA setempat. Sedangkan perceraian dalam hukum positif
harus melalui sidang Pengadilan dan diajukan oleh penggugat ataupun pemohon.
Adapun hal tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UUPerkawinandan Pasal 115
KHI.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana Penerapan
Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 115 KHI dalam hubungannya dengan

erceraian di muka Pengadilan pada masyarakat Blimbing Sari Kec. Jabung Kab
Lampung Timur?Bagaimana tin auan hukum Islam terhadap Penerapan Raeai-*‘:fglf
*@yalz*«-(-ﬂ UU Perkawinan daf R 1156 KHIdalam hubungannya*“denge
feeraian di muka Pengadilan ada ﬂat_ﬁa Blimbing Sari Kec. Jabung/Kal

an Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dan Wldalam
hubungannya dengan perceraian di muka Pengadilan pada masyarakat Blimbing
Sari Kec. Jabung Timur dan u ui tinjauan hukum
Islam terhadap Penerapan ayat (1) awinandan Pasal 115 KHI
dalam hubungannya dengan perceraian di muka Pengadilan pada masyarakat
Blimbing Sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research).
Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, dan dilengkapi
dengan data sekunder. Analisis dalam skripsi ini dilakukan dengan metode
berfikir induktif yaitu berasal dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa yang
ditarik generalisasi secara umum.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 39 ayat (1)
UUPerkawinandan Pasal 115 KHI dalam masyarakat masih minim dikarenakan
masyarakat menganggap bahwa perceraian di Pengadilan Agama membutuhkan
waktu yang lama, jarak tempuh yang jauh dan biaya yang dianggap mahal oleh
masyarakat.Praktik perceraian yang dilakukan di bawah tangan pada masyarakat
di desa Blimbing Sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur melanggar ketentuan
hukum Islam dan hukum positif. Sehingga Islam menganjurkan pencatatan
perceraian guna mempermudah dan mencegah adanya mudharat jika perceraian
dilakukan hanya dibawah tangan.Hal ini juga sesuai dengan kaidah Maslahah
mursalah: J13)2l (Kemudharatan harus dihilangkan).
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Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam
dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud
Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-
isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Mengenal. ™
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! Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah), (Jakarta
Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 84.



PERSEMBAHAN

Bismillahirronmaanirrahiim, dengan menyebut nama Allah Yang Maha

Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbi/ ’alamin, dengan rasa syukur
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum, Wr. Wb

Ucapan Syukur Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah SWT. Berkat
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebuah judul merupakan identitas suatu karya maka judul harus jelas dan
tepat dengan apa yang akan dibahas, untuk menghindari kesalahpahaman
mengenai judul skripsi ini, maka penulis menguraikan terlebih dahulu arti
judul skripsi yang akan dibahas. Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum
Islam TerhadapPenerapan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang
Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dalam
Hubungannya dengan Perceraian di Muka Pengadilan (Studi Kasus di

a Blimbing Sari Keﬁntbﬁbupaten Lampung

un beberapa kata yang perlu dijelaskan artinya adalah sebagai

1. Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hasil
tela’ah pammt setelahm mengamati suatu
objek tertentu.?

2. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan
wahyu Allah dan Sunah Rasul, tentang tingkah laku mukallaf yang diakui
dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.

3. Perceraian dalam Islam disebut dengan talak, menurut Kompilasi Hukum

Islam (Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991) telah dijumpai dalam

2Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus BesarBahasa Indonesia,(Jakarta: Balai
Pustaka ,1990), h. 951

$Ahmad Rofig, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media,
2001), h. 23.



Pasal 117, yaitu ; “Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan

Agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan... 4

4. Pengadilan adalah proses mengadili; keputusan hakim; dewan atau
majelis yang mengadili perkara; sidang hakim ketika mengadili perkara.’
Jadi menurut uraian diatas Tinjauan Hukum Islam TerhadapPenerapan

Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi

Hukum Islam dalam Hubungannya dengan Perceraian di Muka Pengadilan

adalah bagaimana hukum Islam menyikapi perceraian yang dipraktikkan di

Desa Blimbing Sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur yang di lakukan

dibawah tangan.

san Memilih Judul

an penulis memilih judul penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif, perceraian yang terjadi-di kehidupan masyarakat

Blimbing Sari an Jabun en Lampung Timur masih
banyak yang menggunakan metode cerai dibawah tangan (hanya
dengan ucapan), sehingga perceraiannya tidak tercatat oleh negara.
Sedangkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, perceraian harus berada di depan
sidang Pengadilan agar tercatat oleh negara. Melalui alasan tersebut

penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana penerapan

pasal yang berhubungan dengan perceraian di muka Pengadilan.

*Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum
Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 122; Lihat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB
XVI Pasal 117; Putusnya perkawinan Bagian kesatu umum. Pasal 115, h. 21.

>Sudarsono, Kamus Hukum, cetakan kelima, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), h. 349.



2. Secara Subjektif, untuk menambah wawasan mengenai metode
perceraian yang terjadi dalam masyarakat dan pokok bahasan ini
menarik untuk dikaji serta berkaitan dengan disiplin ilmu yang penulis

pelajari di fakultas Syariah Program Studi Al-Ahwal Al Syakhsiyyah.

C. Latar Belakang Masalah
Sebuah kebahagiaan pasti dibutuhkan oleh setiap manusia yang hidup di
bumi ini, salah satunya adalah memiliki pasangan hidup. Dimana pasangan
hidup itu akan disahkan menjadi suami/istri melalui sebuah ikatan
pernikahan. Pernikahan adalah suatu yang sangat sakral dan tidak terlepas

dari aturan-aturan agama, pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan

u, melainkan meraih /ketenangan hagiaan dan saling m
tara suami istri dan dengan dilandasi cinta dan kasih sa

mendalam.®

AI-Qur’atha Allamﬁmusia berpasang-

pasangan dan memberikan kasih sayang diantaranya, sebagaimana firman-
Nya dalam surat Ar-Rum ayat 21:

P T Rt AT
zZ &

Al&))uléyU MY))AJQ)JKM

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu
sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan
sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar

i\

® Muhammad Asnawi, Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan, (Yogyakarta:
Darussalam, 2004), h. 20.



terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang
berpikir.””

Islam menetapkan bahwa agad nikah diadakan untuk selama-lamanya,
sehingga pernikahan akan langgeng hingga ajal yang memisahkan mereka.
Langgengnya pernikahan merupakan tujuan yang sangat diinginkan Islam.?
Dengan begitu terjalinlah ikatan lahir dan batin antara suami istri yang akan
hidup dalam satu atap rumah tangga.

Pergaulan suami istri dalam rumah tangga merupakan wujud dari kasih
sayang dan rasa cinta yang dimiliki. Suami istri yang hidup dalam satu atap
rumah harus memiliki kesesuaian pendapat, cita-cita, watak dan tabiat agar
bahtera rumah tangganya dapat berjalan dengan serasi, saling asah, salin

dan saling asuh an'ﬁmla“Untuk mewujudkan

ah tangga yang demikian, diperlukan adanya sifat jujur, sab

dan musyawarah dalam menghadapi permasalahan.’

Apabila terjadi sua lah, perse alam berpendapat, cekcok,
perbedaan watak dalam rumah tangga anggota keluarga terutama suami
harus memikirkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan
yang terjadi agar rumah tangga yang dibinanya tetap utuh. Jangan terlalu
mudah menerima masukan dari orang ketiga untuk menyelesaikan
permasalahan dalam rumah tangga. Orang ketiga didalam rumah tangga

bukan hanya orang asing yang memasuki kehidupan keluarga, namun orang

’Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah), (Jakarta
Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 406

¢ Dewani Romli Figh Munakahat, (Bandar Lampung: Nur Utopia Jaya, 2009), h. 77.

9 -

Ibid, h. 78.



ketiga dalam rumah tangga bisa disebut juga orang tua dari masing-masing
pihak maupun saudara dari masing-masing pihak suami istri.

Apabila permasalahan yang terjadi masih dapat dimusyawarahkan dan
dibicarakan baik-baik dengan anggota keluarga yaitu istri ataupun anak-
anak maka permasalahan rumah tangga diselesaikan dengan anggota
keluarga.

Tujuan mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup
rumah tangga, bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan.
Banyak dijumpai bahwa untuk tujuan yang mulia dalam perkawinan

tersebut tidak dapat diwujudkan secara baik. Dengan faktor yang

mpengaruhinya antara lain adalah faktor psikologis, biologis, e
andangan hidup, dan laj alA

alam kehidupan manusia membuktikan

al yang

menjadikan a hancur (br sekalipun banyak

pengarahan serta bimbingan, yakni dengan kondisi yang harus dihadapi
secara praktis. Islam tidak segera mendamaikan hubungan rumah tangga
dengan cara dipisahkan pada awal bencana (pertikaian).*

Hukum Islam memberikan jalan keluar, dengan mengkemas tata aturan
untuk mencari solusi yang benar-benar merupakan pilihan terakhir
(dharurat) terhadap rumah tangga yang tidak dapat lagi dipertahankan.

Jalan keluar yang dimaksud, yakni perceraian (thalaq) dan jalan keluar ini

10 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figh Munakahat
(Khitbah, Nikah, dan Thimak) cetakan pertama, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 252 .



baru dapat diperbolehkan dalam keadaan sangat terpaksa.''Seperti ketika
pasangan sudah tidak bisa lagi diajak menemukan jalan damai untuk
kembali rujuk. Oleh karena itu Islam mengakui adanya kemungkinan
terjadinya perselisihan suami istri dan pertentangan dalam lingkungan
keluarga, memberikan penyelesaian, memberitahu berbagai penyebabnya
yang berjalan bersama peristiwa yang terjadi. *?

Seperti firman Allah SWT :

/gzal’:fr /’/4. /.""E//. ¢ /7// -/e// £/ 9"//’///
Ubd(/"wl’uf\'@‘}"’b)'&")‘l"&‘?Jmcbu&u‘bﬁlﬂaﬁuﬁl'

Artinya : “Dan jika seomm.A haws

acuh dari s | tidak mengapa bagi
Mengadakan perdamaian yang sebenar-be
perdamaian-itu. lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu

men iatnya kikir. dan jika aul dengan isterimu
seCara melihara I nuSyuz dan sikap tak
acuh), Maka SeSlingguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa

yang kamu kerjakan.”*® (Q.S An-Nisaa (4): 128)

Maksudnya, jika istri khawatir akan sikap ketidakpedulian suaminya
terhadap urusan keluarga atau sikap tak acuh terhadap dirinya, maka mereka
boleh mengadakan perdamaian dan pendekatan secara baik-baik. Suami atau
istri yang mengerti adalah yang memulai upaya damai terlebih dahulu.

Karena cara damai itu selalu baik. Sebenarnya yang menghalangi

! Dewani Romli, Op. Cit, h. 79.

2 Ali Yusuf As-Subki, Figh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam), cetakan
kedua, (Jakarta: AMZAH, 2012), h.299.

3 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah), (Jakarta
Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 99.
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terciptanya kedamaian di antara suami istri adalah sikap keras kepala
masing-masing pihak dalam mempertahankan haknya secara utuh karena
dikuasai oleh sikap kikir. Tidak ada jalan untuk mengembalikan cinta kasih
mereka kecuali jika salah satu pihak bersedia melepas sebagian haknya. Ia,
yang bersedia melepas sebagian haknya itu, adalah orang yang berbuat baik
dan bertakwa. Barangsiapa mengerjakan kebaikan dan bertakwa kepada
Allah, maka Allah Maha Mengetahui segala amal perbuatan dan akan
memberi balasannya.**

Perceraian dapat terjadi apabila salah satu anggota keluarga tidak dapat
menahan emosi dan berlaku gegabah dalam menyelesaikan masalah, namun

erti penjelasan diatas bahwasanya perceraian dapat dijadikan jal
klti at dilaksanakan.

jika usaha berdamai yan
lan harus dengan gugatan kedepan sidang Pen agi yang
beragama Is!~'in yang diaPsidang Pengadilan
Agama adalah cerai talak. Sedangkan bagi yang beragama Islam dan bukan
beragama Islam, perceraian diajukan ke Pengadilan dengan surat gugatan
perceraian. Gugatan perceraian bagi yang beragama Islam diajukan kepada
Pengadilan Agama sedangkan bagi yang bukan Islam diajukan kepada
Pengadilan Negeri.™

Dalam kehidupan di era modern ini untuk menyelesaikan masalah

putusnya perkawinan serta akibatnya telah dikeluarkan Undang-Undang

“Tafsir Quraish Shihab tersedia di : https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-128#tafsir-quraish-
shihab (11 April 2019)

B Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, cetakan ke 11l (PT citra Aditya
Bakti, 2000), h. 110.



https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-128#tafsir-quraish-shihab
https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-128#tafsir-quraish-shihab

Perkawinan yang mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan
pasal 41, tata cara perceraiannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, serta hal-hal teknis
lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan
Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan dan segala
sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga umat Islam. Seperti di atur dalam
Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan bahwasanya putusnya ikatan
perkawinan terjadi karena:
a. Kematian;

b. Perceraian;

c. Atas Keputusan Pengadilan.®
Berikutnya yang dibbalw Arceraian yang terdapat

at (1) Undang-Undang Perkawinan me

Perceraian dilakukan - dide Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak."

Begitu juga dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan
bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan
Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak.®

H. Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Ed. Revisi, Cet. 2 (Jakarta:
Rajawali Pers, 2015), h. 217.

YUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

% Tim Redaksi Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan
Perwakafan) cetakan ke 2, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), h. 36.



Proses hukum pencatatan perceraian bagi yang beragama Islam
dilakukan sesuai dengan pedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Menteri
Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah
dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan
Perundang-undangan bagi yang beragama Islam.'® Perceraian harus dengan
gugatan kedepan sidang Pengadilan. Bagi yang beragama Islam, perceraian
yang dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama adalah cerai talak.
Sedangkan bagi yang beragama Islam dan bukan beragama Islam,

perceraian diajukan ke Pengadilan dengan surat gugatan perceraian.
gatan perceraian bagi yang beragama Islam diajukan kepada Pe
L tl< ama Islam diajukan

a Blimbing Sari

Namun taannya _dima

Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur masih banyak yang
melakukan perceraian dibawah tangan (hanya menggunakan lafadz thalak)
sehingga perceraian yang dilakukan hanya diketahui oleh orang-orang yang
dekat dengan keluarga yang melakukan perceraian tersebut. Namun
masyarakat yang melakukan perceraian dibawah tangan tersebut melakukan

pernikahannya di KUA dengan bukti surat nikah yang dimilikinya. Adapun

Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),
h. 337

2°Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, cetakan ke 111 (PT citra Aditya
Bakti, 2000), h. 110.



masyarakat Blimbing Sari selalu melakukan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah.?*

Dalam lingkup ilmu fikih perceraian biasa di sebut dengan thalak.
Mengenai makna thalak, para ulama ahli fikih memiliki beberapa definisi.
Diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Thalak ialah lepasnya ikatan tali pernikahan, dengan menggunakan

lafadz thalak dan sebagainya.

2. Thalak ialah hilangnya ikatan tali pernikahan dengan menggunakan

lafadz tertentu.

3. Thalak ialah pudarnya seluruh atau sebagian ikatan pernikahan, dan

sebagainya.

Definisi diatas memibyi “itu lepasnya tali ikatan

an suami istri dengan menggunakan lafa

secara tegas *ﬂ Seperti semwengatakan kepada
istrinya: “engkau aku thalak” “aku pisahkan engkau/engkau terpisah”™ “aku

” Bmenurut ahli dzahir maka jatuhlah

lepaskan engkau/engkau terlepas
thalaknya. Sehingga menurut hukum fikih perceraian tidak harus berada di
sidang Pengadilan untuk mengakhiri suatu pernikahan. Namun pernyatan ini
berbeda dengan isi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal

115 Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan perceraian di muka sidang

Pengadilan.

"Wawancara dengan Bpk Suharno (Carik desa Blimbing Sari), Sabtu, 24 Maret 2018.

22 Fathimah Syaukat Al-Uliyyah, Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian (Thalak:
Sebab-Sebab dan Solusinya) Edisi Indonesia, (Bekasi: PT Darul Falah, 2012), h. 3.

2% Dewani Romli, Figh Munakahat, (Bandar Lampung: Nur Utopia Jaya, 2009), h.93.



Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti bagaimana
penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinandan Pasal 115
Kompilasi Hukum Islamdalam kehidupan masyarakat Desa Blimbing Sari
Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut menarik untuk
dikaji sehingga penulis melakukan upaya untuk mengetahui secara
mendasar dan mendalam tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam dalam Hubungannya dengan Perceraian di Muka
Pengadilan (Studi Kasus di Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung

Kabupaten Lampung Timur).

usan Masalah

erdasarkan uraian latar belakangi di atas maka dapat dik

beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimaan 39 ayat (an Perkawinan dan

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dalam hubungannya dengan

perceraian di muka Pengadilan pada masyarakat Blimbing Sari
Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Penerapan Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam
dalam hubungannya dengan perceraian di muka Pengadilan pada
masyarakat Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung

Timur?



E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan Penelitian

1.

1.

) Kegunaan Penelitiarb l A

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan :
Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dalam
kaitannya dengan Perceraian di muka Pengadilan studi kasus di
desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.
Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam mengenai Penerapan
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam dalam hubungannya denga perceraian di

muka Pengadilan

kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut;

Sec

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan
pemikiran dan keilmuan dibidang buku-buku perkawinan untuk
disumbangkan kepada masyarakat.

Secara Praktis

Penelitian ini penulis gunakan agar memenuhi syarat untuk

memperoleh gelar S.H.



F. Metode Penelitian
Dalam pengumpulan data yang valid, objektif dan menganalisis data
dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai
berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian initermasuk penelitian lapangan (field research) , yaitu
penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar
belakang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya
dengan lingkungan.®* Tujuan penelitian lapangan (field research)

adalah untuk melakukan pengamatan mendalam mengenai subjek

tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai
P Y T,

ingat jelas bahwa penelitian ini penelitia

dalam data penulis m ta yang bersumber

dari lapangan (field research). Sehingga penulis melakukan penelitian
yang berkenaan dengan penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang
Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dalam
hubungannya dengan perceraian di muka Pengadilan studi kasus di
desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.
Penelitian ini bersifat deskriptif analisi, yaitu suatu penelitian
terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta, saat ini dari suatu

populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat

**Eta Dan Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian, Andi,
(Yogyakarta: 2010), H. 21.



terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur, kemudian
dianalisis berdasarkan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian
deskriptif analisis adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau
lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta,
sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki di lapangan

yang kemudian dianalisis berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.”®

2. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Data primer dalam penelitian ini didapatkan dalam melakukan

penelitian lapangan di lokasi penelitian yaitu Blimbing Sari

Kecamatan Jabu upate pung Timur Khususn
penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan
115 Kompilasi Hukum Islam  dalam hubungannya dengan
percmengadilan.’
b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dengan
melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat,
mengutip data dari buku-buku literatur yang berkenaan dengan

Hukum Perkawinan dan Hukum Acara Perdata.

*Nazir, Metode Penelitian, (Bandung: Ghlmia Indonesia, 2009), h. 54.



3. Metode Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap
fenomena-fenomena yang diamati. Observasi ini digunakan untuk
melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui
interview, dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan
terhadap data yang diperlukan.”®Penulis melakukan observasi
langsung ke Bimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung
Timur, untuk mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya
yang berhubungan dengan penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Isla
hubungannya d rlraAuka Pengadilan.

wancara

alah metode p ata atau informasi

yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan
narasumber. Adapun hal-hal yang disiapkan sebelum melakukan
wawancara adalah menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan

kepada narasumber.?’

267ainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 26.
2" Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Alumni, 1986), h. 171.



c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel
berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,
notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.”? Data-data tersebut
dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat Blimbing Sari
Kec. Jabung Kab. Tuang Bawang Barat maupun kondisi adat
budayanya serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek
penelitian, yaitu tentang penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dalam

hubungannya dengan perceraian di muka Pengadilan.

Populasi dan sampb I A
a. Populasi

Populasi- adalah keseluruhan karakteristik dari objek yang

ditem populasi m ini adalah 20 kasus

Masyarakat Desa Blimbing Sari yang melakukan perceraian.

b. Sampel
Sampel adalah sebagian dari populasi sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi penelitiannya
dengan mempertimbangkan kualitas subjek yang akan diteliti

melalui beberapa kriteria yakni warga yang telah melakukan

283yuharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1991), h. 188.



perkawinan yang dicatatkan, serta bersedia untuk melakukan
wawancara,dari Kkriteria di atas hanya terdapat 3 orang yang
memenuhi Kriteria. SertaNarasumber dalam penelitian sebagai
pelengkap data primer adalah2 orang tokoh agama dan 1 orang

aparatur desa.

5. Metode Pengolahan Data
Pada umumnya dilakukan dengan cara setelah data yang
diperlukan terkumpul baik dari perpustakaan maupun lapangan, maka
diolah secara sitematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan
penggambaran data.

a. Pemeriksaan daﬁ[irl w untuk mengurangi

yang ada dalam daftar pertanyaan dan jawaban tentang p

keterangan .saksi ahli sebagai pertimbangan hakim di Pengadilan
Agaﬁ

b. Pemaknaan data memberikan penjelasan secara rinci dan
mendalam mengenai data yang disajikan agar mudah dipahami.

c. Rekontruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur,
berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan
diinterpresentasikan.

d. Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.?

»Abdul Qadir muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum,(Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2004), h. 126.



6. Analisis Data
Dalam menganalisis data penulis menggunakan kerangka berfikir
Induktif, yaitu analisa yang bertitik tolak dari suatu kaedah yang
khusus menuju suatu kaedah yang bersifat umum. Yakni bagaimana
penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal
115 Kompilasi Hukum Islam dalam hubungannya dengan hukum

Islam dan bagaimana Islam menyikapinya.

ALl
_—y o=
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TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Perceraian menurut Hukum Positif
1. Pengertian dan Dasar Hukum perceraian
Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim
atau tuntutan salah satu pihak didalam perkawinan.*® Jadi suatu
perceraian dalam hukum positif harus melalui sidang Pengadilan dan
diajukan oleh penggugat ataupun pemohon.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagali

aturan hukum positif menyebutkan tentang istilah perceraian yan

enunjukkan adanya:*
a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau i
memutuskan-hubungan perkawinan diantara mereka.

b. Peristiwa%g memutm suami istri, yaitu

kematian ~suami  atau istri yang bersangkutan, yang

merupakanketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan
Yang Maha Esa.
c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh Pengadilan yang berakibat

putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.

%0 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jak arta: PT . Intermasa, 1985), h. 40.
31 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),
h. 20.



Dasar hukum perceraian terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa :Perceraian hanya dapat
dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*

Begitu juga dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang
menyatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang
Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*®

Sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan dinegara Indonesia
banyak perkawinan yang berakhir karena perceraian yang terjadi begitu
mudah, bahkan sering terjadi karenas sikap sewenang-wenang dafi
suami.** Namun padab ylvgm ini justru para istripun

an mudah meminta cerai kepada suaminya.

n terhadap hak-hak

Undan awinan membeg
kaum wanita dan memberikan jaminan terhadap kemaslahatan umat
Islam terutama tentang akibat hukum yang akan dirasakan manfaatnya

bagi anak-anak dan cucu mereka kelak.*®

%2Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
% Tim Redaksi Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan

Perwakafan) cetakan ke 2, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), h. 36.
% Abdurrahman dan Riduan Syahrani, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di

Indonesia, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), h. 65
% M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan

Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Graafika, 2014), h.19.



2. Alasan untuk Melakukan Perceraian

Perceraian dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang
memperkuat pendapat Penggugat ataupun Pemohon dalam mengajukan
perceraian. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian,
baik cerai Thalak (hak suami yang beragama Islam) yang harus
dilakukan di depan Sidang Pengadilan maupun cerai gugat (hal istri yang
perkawinannya dilakukan menurut agama Islam dan hak suami istri yang
bukan beragama Islam) yang harus dilakukan dengan keputusan
Pengadilan.*

Cerai Thalak dan cerai gugat hanya dapat dilaksanakan apabila

memenuhi salah satu syarat yang dijelaskan dalam hukum nasio
pasal 39 ayat (2) UnLd'gA

udian dijabarkan dalam pasal 19 Peraturan P,

9 Tahun 1

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi, dan lain sebagainyayang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alassan yang sah atau
karena hal lain diluar kemampuannnya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

% Abdurrahman dan Riduan Syahrani, Op.Cit, h.54



d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam
rumah tangga.®’

Khusus bagi yang beragama islam, terdapat dua alasan tambahan
perceraian yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

a. Suami melanggar taklik-talak.

b. Peralihan agama atay murtad yang. menyebabkan terjadiny
rukunan dalam rur‘bgl’8 A

alasan diatas terdapat pula alasan lain

kontribuswaian, yaitl'
1. Kirisis moral dan Akhlak

Terjadinya perceraian karena krisis moral dan akhlak juga sering

dijadikan landasan untuk melakukan perceraian, misalnya karena
suami atau istri lalai akan kewajibannya, terjadi kekerasan dalam
rumah tangga serta prilaku buruk lainnya yang memicu terjadinya

perceraian.

" Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Ed. Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers,
2015), h. 218.
% Tim Redaksi Aulia, Ibid.



2. Pernikahan tanpa Cinta
Selain alasan diatas, alasan yang seriing diajukan untuk mengakhiri
perkawinan adalah bahwa pernikahan mereka tidak didasarkan
adanyacinta.

3. Usia Saat menikah
Beberapa kemungkinan terjadinya perceraian karena usia yang
belum dewasa untuk melangsungkan pernikahan sehingga belum
dapat mandiri dan belum tanggap menghaadapi masalah dalam
rumah tangga. seperti Amerika serikat, angka perceraian cukup

tinggi diantara pasangan yang menikah sebelum usia 20 tahun.

4. Tingkat pendapatan

Pada tingkat phrly“dah cenderung lebih

dingkan mereka yang berada dikalangan me

5. Perbe

angan sosio emosi

ara pasangan

Laki-laki memiliki tingkat kecenderungan lebih sedikit dalam
mengalami stress dan masalah penyesuaian diri dalam perkawinan
dibandingkan wanita. Sehingga salah satu pihak harus dapat
memahami pasangannya.

6. Sejarah keluarga berkaitan dengan perceraian
Anak-anak dari keluarga yang bercerai cenderung akan mengalami

perceraian dalam kehidupan rumah tangganya.*

%% Fathimah Syaukat Al-Uliyyah, Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian (Thalak:
Sebab-Sebab dan Solusinya) Edisi Indonesia, (Bekasi: PT Darul Falah, 2012), h. 55.



7. Tidak adanya keselarasan dalam perkawinan
Keselarasan (Kuffu) dalam perkawinan harus ada agar akad nikah
terselenggara dengan pondasi yang kokoh dan solid. Sesuai dengan
tradisi yang berlaku dalam masyarakat, jika pasangan yang menikah
tidak se Kuffu maka mereka akan menjadi sasaran kecaman dari
masyarakat. Sehingga dalam hal ini Islam mengakui adanya *°

Apabila dalam usaha perceraian tidak terdapat alasan-alasan atau
sebab yang sah maka perceraian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Selain

alasan-alasan diatas dalam yurisprudensi perkara perceraian sudah di

jelaskan bahwa di Pengadilan agama perceraian itu dapat terjadi jika:

a. Karena perselisihan yang berlanjut dan sudah tidak dapat did

kembali serta sudb lu Agi/tidak serumah Karen

gkinkan

jui oleh keluarga kedua belah pihak, maka d

jatuhny; lak. {Putusan Agung Republik

Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000}.

b. Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun
dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya
perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup
rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan
gugatan perceraian. {Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003}.

*0 Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Inslam di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga dan
Bisnis (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.
60-62.



c. Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal
19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. {Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998}.

d. Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab
percekcokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain,
tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah
perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. (Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/pdt/1996
tanggal 18 juni 1996)

e. Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara

Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dir

kembali, maka cubsl i hakim mengabulkan perm

on untuk menjatuhkan Thalak satu kepada T.

Mahkawuik IndoWK/AG/lQ% tanggal

25 nopember 1884)

f. Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-
alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975. (Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 237 K/AG/1995 tanggal 30 agustus 1995)

g. Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal
39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Pasal huruf f Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum



Islam. (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138

K/AG/1995 tanggal 26 juli 1996.

3. Prosedur Pencatatan Perceraian
Sebelum mencatatkan perceraiannya kepada Pejanat Pencatat Sipil
ataupun Pegawai Pencatat Nikah untuk mendapatkan putusan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap suami/istri harus mengajukan
gugatan/permohonan ke Pengadilan Agama. Gugatan diajukan oleh pihak
istri yang disebut sebagai cerai gugat sedangkan permohonan diajukan
oleh pihak suami yang disebut sebagai cerai talak.

Setelah gugatan/permohonan diproses maka akan ada tahap-taha

ersidangan yang akam dilalut, 's tunya adalah mediasis
dalah upaya hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak.
tahap mediasi .« kedua belah pihak sudah berdamai maka
gugatan/pmdibatalkam jika mediasi tidak
berhasil maka Pengadilan akan melanjutkan proses persidangan.

Pada akhir persidangan terdapat perbedaan untuk menentukan kapan
putusnya perceraian, putusnya perceraian saat cerai talak saat suami
mengucapkan ikrar talak. Sedangkan putusnya perceraian saat cerai gugat
adalah setelah hakim membacakan putusan. Adapun proses pencatatan
perceraiannya yaitu:

a. Proses Pencatatan Perceraian oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
Proses hukum pencatatan perceraian dilakukan setelah Hakim di muka

Pengadilan menetapkan atau memutuskan perceraian. Dalam pasal 84



ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 :

“(1) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk
berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan
satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan

tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah

daftar yang.disediakan untuk itu.
i wilayah yang berbe den

(2) Apabila perc
wilayah  Peg ikah  tempat perkaw

dllangsungkan maka satu hela| salinan putusan sebagal nana
aksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh gatan hukum
tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat
Nik erkawinan di dan oleh Pegawai
PenWbut dicata\m%ir daftar catatan

perkawinan.

(3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu
helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat
didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.

(4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat

bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap

tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Maksudnya Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang
ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

putusan diucapkan, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan



putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang
tetap, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat kediaman Para pihak, untuk mendaftarkan putusan
perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu.*

Menurut Pasal 40 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975,
di setiap Kantor Urusan Agama kecamatan di seluruh Tepublik
Indonesia, desediakan buku Pendaftaran Thalak, Buku Pendaftaran
Cerai, bahkan Kutipan Buku Pendaftaran Thalak.

Adapun proses hukum Pencatatan Perceraian diatur dalam Pasal 36
Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, sebagai berikut:

1) Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tingg
yang menerinb II!eﬁgtentang terjadinya Thal

ngadilan Agama sebagaimana didalam

28

itu dalam Buku

Per.

i encatat terjadl

Pendaftaran Thalak menurut Contoh yang ditetapkan oleh
Menteri Agama.
2) Buku Pendaftaran Thalak ditandatangani oleh Pegawai Pencatat
Nikah dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi.
3) Pegawai Pencatat Nikah membuat Kutipan Buku Pendaftaran
Thalak menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan
memberikan kepada masing-masing suami istri.

b. Proses Pencatatan Perceraian oleh Pejabat Pencatat Sipil

h. 337.

*“"Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),



Proses Pencatatan perceraian oleh Pejabat Pencatat Sipil ini dilakukan
untuk warga negara Indonesia yang beragama selain agama Islam,
untuk pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undaang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan®.

Tahap awal untuk melakukan pencatatan perceraian ialah suami
atau istri yang bercerai menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006, wajib melaporkan perceraiannyakepada Instansi
Pelaksana® paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan
Pengdilantentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.**

Tahap berikutnya setelah pihak yang bersangkutan (suami
yang bercerai) mhla;&erdasarkan Pasal 40 a
-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pega

kemudwja Registew dan menerbitkan

kutipan akta perceraian.

at Sipil

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 27
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 mewajibkan bagi Warga
Negara Indonesia yang bercerai di luar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia untuk mencatatkannya pada instansi berwenang

*Administrasi Kependudukan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006, adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan
Data Kependudukan melalui pendaftaran Pendudu, Pencatatan sipil, pengelolaan informasi
Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain.

“Instansi Pelaksana menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahuun 2006 ,
adalah Perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawan dan berwenang dalam
urusan Administrasi Kependudukan.

** Muhammad Syaifuddin, dkk, Op. Cit, h.344



dinegara setempat dan kemudian dilapokan kepada Perwakilan

Republik Indonesia.*®

4. Akibat Hukum Perceraian
Putusnya perkawinan karena perceraian memiliki akibat hukum
terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama, menurut Undang-
Undang Perkawinan .*°
a. Akibat Perceraian pada anak dan Istri
Setelah terjadinya perceraian, akan timbul akibat-akibat hukum
yang perlu dipahami oleh pihak-pihak yang bercerai. Selanjutnya

menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan akibat

putusnya perkawin na per n ialah:
1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak,

bilamana a elisihan dl penguasaan anak-anak

Pengadilan memberi keputusannya.

2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam
kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

“Ibid, h. 344-345
“*® Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum
Adat, Hukum Agama, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h.176



3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu
kewajiban bagi bekas istrinya.*’

b. Akibat perceraian terhadap Harta Kekayaan
Apabila terjadi perceraian, harta bawaan masing-masing tetap
dikuasai dan menjadi hak masing-masing. Harta bersama apabila
terjadi perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing.*®

Maksud dari “hukumnya” masing- masing adalah seperti hukum

agama, hukum adat dan hukum lainnya.

c. Akibat perceraian terhadap status para pihak

1) Kedua belah pihak tidak terikat lagi dalam tali perkawina
status duda ata I A

uanya boleh melakukan perkawinan dengan

untulsgd waktu tunggu (4

3) Keduanya boleh melakukan perkawinan lagi sepanjang tidak
bertentangan dengan undang-undang atau agama yang mereka

anut.>

*“"Ibid, h. 223.

“8 pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

*9 pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

0 Harumiati Natadimaja, Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum
Benda, (Yogyakarta: Graha limu, 2009), h. 42



B. Perceraian menurut Hukum Islam
1. Pengertian dan ketentuan tentang perceraian dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam perceraian disebut juga dengan thalak. Thalak

secara etimologis memiliki arti membuka ikatan, melepaskannya®, dan

menceraikannya. Secara terminologis, menurut Ibrahim Muhammad al-

Jamal, thalak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika

atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan menggunakan kata-kata

tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan Kkata-kata

tersebut.*

Pada zaman Rasulullah saw. seorang pria mengadu pada Rasulullah
saw. bahwasanya ia telah menalak istrinya 3 (tiga) kali sekalig

waktu dan saat yanqb nluAnyesal. Kemudian Ras

nya kepada pria tersebut:

z Bagaima~menalak istr”“rpria tersebut:
“Saya Thalak kamu (istri) dengan Thalak tiga sekaligus.”’Rasulullah

saw. kemudian bersabda: “Rujuklah istri kamu itu atau kembalilah kamu

pada istri kamu itu. "3

Menurut riwayat diatas bahwasanya perceraian harus dilakukan
didepan hakim, karena hakim akan melakukan upaya perdamaian terlebih

dahulu kepada kedua belah pihak sehingga suami dan istri diberikan

*! Sayid Sabig, Figh as-Sunah. Cet. 5. Jilid 2. (Beirut: Dar al-Figr, 1401 H/1981 M),
h.206

52 |brahim Muhammad al-Jamal. t.th. Figh al-Mar’ah alMuslimah, Figh Wanita, Terj:
Anshori Umar. (Semarang: Asy-Syifa), h. 386.

5% M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan
Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Graafika, 2014), h. 19.



waktu untuk benar-benar memikirkan keputusan yag diambil sudah benar
atau dapat dipertimbangkan kembali sehingga tidak terjadi penyesalan
yang dialami oleh salah satu pihak.

Para fugaha telah bersepakat bahwasanya perkawinan terhenti dengan
thalak. Thalak ini dapat berupa thalak yang diucapkan dengan bahasa
arab atau bahasa yang lainnya, dengan lisan (ucapan), maupun dengan
tulisan, ataupun dengan isyarat.* Ucapan tersebut terkadang diucapkan
secara terang-terangan ataupun dengan sindiran.

Jumlah thalak adalah satu, dua, dan tiga. Jika thalak muncul dengan
ucapan saja seperti “Aku ceraikan kamu” maka thalak yang jatuh adalah
Thalak satu. Jika dia berniat jumlah tertentu dalam ucapanny:
satu atau dua, ataubkl Aerang-terangan jumlah

ataupun

i_dengan thalak, maka terjadi apa yang di
jumlah ya terang-terang

Dasar hukum perceraian dalam hukum Islam terdapat dalam Al-
Qur’an Surah An-Nisaa ayat 35, yaitu:
= = /“/. _ e/°’j/,"’./ Fi. ow 56 /////5.1-/95 ~ ~
RIS FE S F D eI P [PCS T Y IO [NU S

=

|\

Lo 535 BT IO S Lo L5
Artinya :“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara
keduanya, Maka kirimlah seorang hakam® dari keluarga laki-
laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua

orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya

> Mugaaranatul Madzzahibi, Syaltut, dan as-Saayis, h. 104-108 di dalam buku Prof. Dr.
Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Arif Mujahir, Cet. 1,
Figh Islam jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 336

**Hakam ialah juru pendamai.



Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 56

Ayat tersebut menjelaskan apabila terjadi persengketaan atau
perselisinan antara suami dan istri maka diadakan pertemuan antara
orang-orang yang dikirim dari kedua belah pihak untuk membicarakan
dan mendiskusikan permasalahan yang telah terjadi dalam rumah tangga
tersebut untuk mendamaikan kedua belah pihak. Jika dalam
pertimbangan para utusan (hakam) tersebut tidak ditemui kata sepakat
dan tidak terdapat lagi kehidupan yang bahagia, penuh kasih sayang, dan
saling menerima maka dari pihak istri dapat menjantuhkan Ahulu’ atau

pihak laki-laki yang menjatuhkan thalag.

Thalak juga bolehbkl ﬁengan ayat Al- Qur’an s 1
£ &l A ~ ﬂ} £ 2 -7 8 . ?/
< AR g s 5315 ey

A2

2R cw-d

UAMLUAM‘ Y\Q‘U\JU wuﬁmb}_}jj;;.]but.;ﬁ

-~ s -

ijdmdllﬁﬂmwjﬁluwué:

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu
mempusakai wanita dengan jalan paksa®’dan janganlah kamu
menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali
sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,
terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata®®

*® Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah), (Jakarta
Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 84.

>Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa
dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka
anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh
dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau
tidak dibolehkan kawin lagi.

*8 Maksudnya: berzina atau membangkang perintah.



dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena
mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah

menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*(QS. An-Nisa:
19)

Maksudnya diri mereka (dengan paksa) dibaca karhan atau kurhan;
artinya tanpa kemauan dan kerelaan mereka. Mereka biasa mewarisi
wanita-wanita, istri karib kerabat mereka pada zaman jahiliah. Jika
mereka kehendaki mereka dapat mengawininya tanpa maskawin, atau
mereka kawinkan lalu diambil maskawinnya, atau mereka halangi kawin
sampai wanita itu menebus dirinya dengan harta warisan yang
diperolehnya atau mereka tunggu sampai meninggal lalu mereka warisi

artanya; maka mer an itu. Kemudian kam
istri-istrimu  buat mﬂ l ﬁam dengan menahan
ada keinginanmu lagi terhadap mereka selain dari

menyusah‘@na hendaleali sebagian dari

apa yang telah kamu berikan kepada mereka) berupa mahar (kecuali jika

mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata) dengan ya baris di atas dan
baris di bawah, yang nyata atau yang dinyatakan, artinya zina atau
nusyuz; maka ketika itu bolehlah kamu menyusahkan mereka hingga
mereka melakukan khuluk atau menebus diri mereka (dan pergaulilah
mereka secara patut) artinya secara baik-baik, biar dalam perkataan
maupun dalam memberi nafkah lahir atau batin. (Maka jika kamu tidak

menyukai mereka) hendaklah bersabar (karena mungkin kamu tidak

>’Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah), (Jakarta
Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 80.



menyukai sesuatu tetapi Allah menjadikan padanya kebaikan yang
banyak). Siapa tahu hal itu dilakukan-Nya misalnya dengan

menganugerahimu anak yang saleh.®

Selain ayat diatas terdapat pula dalam Sunah yaitu sabda Rasulullah

Saw,
Gyl i J Y1 2R

Artinya :“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah
Thalak. "**

Dengan diperbolehkannya Thalak manusia berpendapat dengan
logikanya bahwasanya jika kondisi rumah tangga rusak, sehingga dengan
dipeliharanya ikatan suami istri justtu memperburuk kerusa
memberikan beban kbal Ayang diperlakukan bur

p i yang terus menerus dan tidak ad

ditetapka ng dapat me perkawinan, agar

menghilangkan kerusakan dalam perkawinan tersebut.®

2. Hukum Perceraian

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum perceraian (Thalak)
oleh para ahli figih. Faktor terjadinya perbedaan pendapat tersebut ialah

karena nash hukum yang mengatur tentang perceraian masih samar,

®Tafsir Jalalayn, tersedia di : https:/tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-19#tafsir-jalalayn (10
April 2019)

' HR Abu Dawud dan lbnu Majah dengan sanad yang sahih, dan Al-Hakim, dan
disahihkan hadist ini. Dari Ibnu Umar; Nailul Authar: 6/220 di dalam buku Prof. Dr. Wahbah az-
Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Arif Mujahir, Cet. 1, Figh Islam
jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 318

®21bid, h. 319


https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-19#tafsir-jalalayn

untuk memperjelas hukumnya maka harus dikaitkan dengan kondisi
maupun sebab terjadinya perceraian di masyarakat tersebut. Perbedaan
pendapat tentang hukum prinsip perceraian (Thalak) ini yang paling

benar diantara pendapat mereka adalah “terlarang kecuali dengan alasan

yang benar”.%

Para ahli fikih (ulama) membagi hukum Perceraian (thalak) menjadi
wajib, haram, mubah dan sunah, dengan rincian sebagai berikut:
a. Thalak Wajib
Thalak yang dianggap wajib adalah thalak yang dijatuhkan oleh
hakam (dua orang juru damai, satu dari pihak suami dan satu lagi
dari pihak istri)® sebagai akibat dari terjadinya perpecah
rumah tangga yabn Aparah dan thalak adala

-satunya yang dapat menghentikan perpecah . Thalak

kamain dalam ki

ini dis
Selain Thalak tersebut, terdapat Thalak lain yang dianggap wajib,
yaitu thalak perempuan yang di’ila setelah habis waktu menunggu

selama empat bulan, sebagaimana firman Allah SWT:

_ .ﬁw/ PR 2 . -~ /:‘ 2 z/:.‘ ,/’E > £ 7 ~7 o e P
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®*Dedi Junaidi, Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah menurut Al-Qur’an
dan As-Sunnah, Ed. 1, cet. 3 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), h. 257-258
*Lihat QS. An-Nisa: 35



Artinya : “Kepada orang-orang yang meng-ilaa’ isterinya® diberi
tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka
kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka
ber'azam (bertetap hati untuk) Thalak, Maka
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha
mengetahui.” (QS. Al- Bagarah: 226-227)

b. Thalak Haram

Thalak dianggap haram apabila dalam melakukan Thalak tidak

terdapat alasan atau sebab yang benar. Dianggap haram karena pada

dasarnya Thalak iyu merugikan bagi suami maupun istri, dan tidak

terdapat kemaslahatan yang dapat dicapai dari suatu perceraian.

Sedangkan Rasulullah bersabda:

LOlIA

“Tidak boleh  memudaratkan
dimudhorotkan’®’

Haditw hal penting, yai
1. La dharar, djaran Islam fidak mengandung hal-hal yang

membawa mudhorot. Bila seorang Muslim menemukan dharar

Artinya dan

(perkara yang membawa madharat) baginya, maka akan ada
dalil lain yang menghilangkan dharar tersebut.
2. Wa la dhirar, seorang Muslim tidak dibenarkan melakukan

sesuatu, baik ucapan, perbuatan, atau sikap yang bisa

®*Meng-ilaa' isteri Maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri isteri. dengan sumpah
ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. dengan turunnya
ayat ini, Maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi
dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.

% Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah), (Jakarta
Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 36.

®7 Sayyid Sabiq, Figh As-Sunah, jilid 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1982), h.208.



menimbulkan dharar (mudhorot ), bagi dirinya maupun orang

lain.

c. Thalak Mubah
Hukum Thalak mubah yaitu apabila perceraian terjadi dalam
keadaan rumah tangga yang baik-baik saja namun penyebab
terjadinya perceraian adalah massalah yang sepele. Seperti jika
mereka sudah menikah dan belum juga dikaruniai seorang anak, baik
sang istri yang tidak dapat memberikan Kketurunan maupun
sebaaliknya, jika mereka mau makan mereka diperbolehkan untuk

bercerai.®®

. Thalak Sunah b I A

k dianggap sunah apabila Thalak ter ebabkan

penga i adap kewajiba h SWT, dan suami

tidak dapat memaksa untuk menjalankan kewajibannya, atau istri

tidak dapat dinasihati oleh suami.®

3. Alasan Perceraian dalam Hukum Islam
Suatu pernikahan yang sah dapat putus ikatan perkawinannya apabila
ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan putusnya ikatan
perkawinan tersebut, alasan tersebut ialah thalak, khulu’, zihar, ‘ila,

li’an, dan alasan lainnya.

%8 Fathimah Syaukat Al-Uliyyah, Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian (Thalak:
Sebab-Sebab dan Solusinya) Edisi Indonesia, (Bekasi: PT Darul Falah, 2012), h.17-18.

*Dedi Junaidi, Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Skinah menurut Al-Qur’an
dan As-Sunnah, Ed. 1, cet. 3 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), h. 260-263.



a. Thalak

1) Pengertian thalak

Thalaq dari kata “ithlag” artinya melepaskan atau meninggallkan.
Dalam istilah agama thalag artinya melepaskan ikatan perkawinan
atau bubarnya hubungan perkawinan.”

2) Macam-macam thalak
Menurut lafadz yang digunakan untuk mengucapkan thalak
dibedakan menjadi dua yaitu:

a) Thalak Raj’i adalah thalak yang dijatuhkan suami kepada
istrinya yang telah digaulinya secara nyata dan suami
menjatuhkan ,thalak sedang ia sebelumnya belum
menjatuhk nAApabila istri berstatus

ada thalak raj’i, suami diperbolehkan istrinya

akad baru, tan ksi serta maskawin

baru. Berbeda apabila suami ingin rujuk namun masa ‘iddah
istri telah habis maka harus menggunakan akad baru dan

maskawin baru.

Allah berfirman dalam surat Al-Bagarah 229 :

E R

gM\uu,_xmw,ﬂ j\c, ,ijg...

Artinya :“Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu
boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau

. o Tl
menceraikan dengan cara yang baik...”

"sayyid Sabiq , Fikih Sunnah 8, (Bandung: Al-Ma’arif, 1996), h. 9
"'Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah), (Jakarta

Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 36



Maksudnya Allah memberikan pilihan kepada suami
apabila menceraikan istri untuk merujuknya dengan niat akan
berbuat ishlah dan berbuat baik kepadanya atau
menceraikannya dengan baik hingga habis masa ‘iddahnya dan
memberikan apa yang menjadi haknya."

Selain ayat tersebut Allah berfirman dalam surat Al-Bagarah
ayat 228 tentang masa ‘iddah, yaitu:
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Artinya : “Wanita-wanita yang diThalak hand
diri (menunggu) tigakali quru'. Tidak boleh mereka

enyembunyikan a iciptakan Allah dalam
ya, jika an kepada Allah dan
ha akhirat. an  suami-suaminya  berhak

merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka
(para Suami) menghendaki ishlah...”™

Ayat tersebut merupakan perintah Allah SWT bagi para
wanita yang diceraikan suaminya, yang sudaah di- dukhul dan
yang masih mengalami haid. Artinya, mereka harus menunggu

selama 3 quru’ setelah diceraikan suaminya. Jika masa

2Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Kemudahan dari ALLAH : Ringkasan tafsir lbnu Katsir
Jilid 1, Penerjemah Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 370
"*Kementrian Agama Republik Indonesia, Op. Cit, h. 36



menunggu sudah habis dia sudah bebas dan boleh menikah lagi
jika mau.”

b) Thalak Ba’in secara etimologi adalah nyata, jelas, pisah atau
jatuh, yaitu thalak yang terjadi karena istri belum digauli oleh
suaminya, atau karena adanyabilangan thalak tertentu (tiga
kali) dan atau karena adanya penerimaan thalak tebus
(khulu’).” Thalak ba’in dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Ba’in sugra adalah thalak yang menghilangkan hak-
hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak
menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya.

2) Ba’in kubra adalah thalak yang mnghilangkan
suabklii«bali kepada istrinya,

-laki lain

kalau bekas istrinya telah kawin de

lah berkumpul suami istri secara

nyata dan sah dan juga istri tersebut telah menjalani

masa ‘iddahnya serta ‘iddahnya telah habis pula.
Namun dalam nikah yang kedua harus benar-benar dari
kemauan dari perempuan dan laki-laki yang kedua bukan
karena kehendak suami yang pertama. Apabila dengan sengaja
supaya dia dapat kembali kepada suaminya yang pertama atau

karena suami pertama ingin kembali lagi pada bekas istrinya,

"*Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Op. Cit, h. 374
> Abdurrahman, dkk, Bidayatul Mujtahid, (terjemah) juz 2, (Semarang, Asy Syifa’:

1990) , h. 477



hal seperti ini tidak diizinkan oleh agama Islam, bahkan

dimurkai dan disebut sebagai nikah muhallil.

@

A Jlealigleall g e b Lo bl J 32 5 0

e Ay sludlly artoly

“ Rasulullah SAW. mengutuk al- muhallil (suami lain yang
menghalalkan suami pertama menikahi bekas istrinya yang

telah dicerai tiga kali) dan muhallal-lah (suami pertama) .
H.R. Ahmad, Nasa’i dan Thurmudzi

Sedangkan dilihat dari waktu mengucapkannya dibedakan
menjadi dua, yaitu:
1) Thalak sunni adalah thalak yang dijatuhkan sesuai dengan

tuntunan sunnah. dapat disebut thalak sunni apabila memenuhi

3 syarat, yaitu;

a. Istri yanb al Lﬁnah dikumpuli, apabila

dijatuhkan kepada istri yang belum pern i uli tidak

wak sunni; f
b. istri dapat segera melakukan ‘ddah suci seteah dithalak,

yaitu istri dalam keadaan suci dari haid,;

c. thalak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci.
2) Thalak Bid’i adalah thalak yang tidak sesuai dengan tuntunan

sunnah. Firman Allah dalam Q.S. At-Thalag ayat 1 :
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Artinya :“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-
isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka
pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya
(yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta
bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah
kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan
janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka
mengerjakan perbuatan keji yang terang’®. ltulah
hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah
berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak
mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah
itu sesuatu hal yang baru™. "

Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW bersama

umatnya apa!’la hendak menceraikan wanita yang
sebagai ist ell &maka hendaklah menc

suci yang

ereka pada waktu mereka sedang dala

r agar ‘id terlalu lama dan

hitunglah waktu ‘iddah itu dengan teliti agar tidak keliru
dengan waktu yang telah ditetapkan Allah serta bertagwalah
kepada Allah yang maha Pemelihara dan membimbing kamu
dalam persoalan kamu termasuk dalam hal perceraian dan
masa ‘iddahnya. Perintah untuk melakukan penghitungan

‘iddah dengan teliti adalah untuk mengetahui batas sampai

® Maksudnya adalah mengerjakan perbuatan pidana, berbuat tidak sopan terhadap
mertua, ipar, besan dan sebagainya.

" Maksudnya keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila thalaknya baru
dijatuhkannya sekali atau dua kali.

®Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah), (Jakarta
Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 558.



kapan suami boleh rujuk dan kapan istri boleh menolak rujuk
serta nafkah yang diberikan suami kepada istri. Kemudian
dalam hal dilarang mengeluarkan istri dari dalam rumahnya
kecuali dia melakukan perbuatan yang keji seperti memaki-
maki dan berpacaran atau berzina serta melarang istri-istrinya
keluar rumah karena pada masa ‘iddah itu wanita belum boleh
menikah dengan pria lain karena masih menjadi tanggung
jawab suami yang men thalak nya.”

a) Thalak la sunni wala bit’i

Beberapa thalak yang termasuk didalamnya:

K 1. Thalik yang dljatiiikan terhadap istri yan
2. Thalak yang dijatuhkan terhadap_isti

h hald atau |Mpas dari masa haid

(menopause)

g belum

3. Thalak dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.®

Selain itu ditinjau dari lafadz (redaksi) yang digunakan
untuk menjatuhkan thalak yaitu:
1) Thalak Shareh adalah thalak yang apabila suami
menjatuhkan  thalak  kepdada istrinya  dengan
mempergunakan kata-kata At-Thalak, Al-Firag, aau As-

Sara yang jelas artinya adalah menceraikan istri.

M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Mishbah, (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an) Vol.
14. Cet. V (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 290-292.
8 Djaman Nur, Figh Munakahat, (Semarang: Dina Utama. 1993), h.137



Menggunakan redaksi yang yang sedemikian walaupun
tanpa niat, jatuh thalak secara hukum.®

2) Thalak Kinayah (sindiran) adalah thalak yang digunakan
seorang suami kepada istrinya dengan menggunakan
kata-kata selain kata-kata pada lafadz shareh tersebu
diatas. Dengan menggunakan lafadz kinayah ini jatuh
thalaknya apabila suami tersebut niat bahwa
perbuatannya tersebut adalah ucapan yang bertujuan
untuk menthalak istrinya.

Ditinjau dari cara menyampaikan redaksi thalak, yaitu:

1) Thalak dengan ucapan yaitu thalak yang disa
oleh bkladAdengan menggunakan

lisan sendiri dihadapan istrinya sec

ung dan

kan langsung olchsi

2) Thalak dengan tulisan yaitu thalak yang disampaikan
suaminya kepada istri secara tertulis kemudiaan dibaca
oleh istri dan memahami maksud dan isinya.

3) Thalak dengan isyarat yaitu thalak yang dilakukan dalam
bentuk isyarat seorang suami yang tuna wicara kepada
istrinya dihadapan istri secara langsung dan ia faham

terhadap maksud serta isyarat suaminya itu.

81bid, h.138



4) Thalak dengan utusan, yaitu thalak yang disampaikan
oleh suami kepada istri dengan melalui perantara orang
lain sebagai itusan suami untuk menyampaikan maksud
men-thalak istrinya.

b. Fasakh
Secara etimologi  fasakh artinya membatalkan. Jika
menghubungkan Fasakh dengan perkawinan maka artinya
membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan.®
Fasakh biasanya diajukan oleh istri karena alasan suami berpenyakit,

suami miskit ataupun suami hilang.®

c. Khulu’

Khulu’ adalanuil smstri dengan kompensasi

ini diambil dari kata “khala’a” yang arti

ggalkan,

N pakaian. P wanita dikiaskan

sebagai pakaian suaminya.®*

seola

Jika suami dapat menjatuhkan thalak kepada istrinya. Jika ada
kebencian dari pihak istri maka Islam memperbolehkan dirinya
menebus dirinya dengan jalan khulu’ (pelepasan) yaitu
mengembalikan mahar kepada suaminya guna mengakhiri ikatan

sebagai suami istri.

#Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),
h. 137

®Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Hukum Perundangan,
Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 155.

8 Ahmad Muhammad Yusuf, Lc Ma, Ensiklopedia Tematis ayat Al-Quran dan Hadits,
(Jakarta: Widya Cahaya, 2009), h.317



Dasar hukum khulu’ yaitu:
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Artinya : “... jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak

dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada
dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh
isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah,
Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang

melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang
yang zalim. " (Al-Bagarah [2]: 229)

Apabila suami dan istri berselisih, seperti suami tidak
memberikan hak istri, istri membencinya, dan ia tidak mampu
menggaulinya, maka istri harus menebus dirinya dari suaminy.

dengan maskawﬂ Ilew dulu ketika akad

penyerahan itu boleh dilkukan istri dan tidak ada salahn

untuk mengambilnya. Namun jika tidak ada alasan kemudian ia
menebus diri !hminya, hal ‘ut dapat dilihat pada riwayat

Tsauban bahwa Rasulullah bersabda :
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Artinya: “Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya

tanpa aflggtsan kuat, maka diharamkan baginya keharuman
surga”.

% Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah), (Jakarta
Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 36.

®Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Kemudahan dari ALLAH : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir
Jilid 1, Penerjemah Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h.375



d. Dzihar, Ila’ dan Li’an
Perbuatan tersebut tidak termasuk ungkapan yang langsung
menyatakan putusnya ikatan perkawinan namun oleh hukum
dinyatakan berdampak memutuskan ikatan perkawinan.
Dzihar berasal dari kata Zhahr yang artinya punggung maksudnya
adalah suami berkata kepada istrinya “kamu seperti punggung
ibuku”
Dasar hukum dzihar yaitu :
P S TP B SN SSENIEE - AP -8
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rtinya :“Orang-orang yang menzhihar isterinya di
(menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah
n

L mereka itu ibu mereka-slmsibu mereka tidak lain
anita mereka. dan
Sesungguhnya mereka ¥Sungguh-sungguh mengucapkan

suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya
Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”® (QS. Al-
Mujadalah: 2)

Suami yang men-dzihar istrinya dengan menyatakan bahwa
punggung istrinya sama dengan ibunya dalam hal ini istri yang
dijatuhkan dzihar menjadi sama dengan ibunya yang melahirkannya
haram untuk digauli. Dan ayat diatas menyifati pengucapan dzihar
sebagai suatu perkataan yang mungkar, yakni suatu yang tidak

sejalan dengan pandangan akal sehat serta bertentangan dngan nilai

bid, h. 542.



agama, tidak disukai Allah serta merupakan budaya yang tidak baik
dan selain itu ia juga kepalsuan dan kebohongan.®

Ila’ vyaitu ketika seorang suami bersumpah mengenai
hubungannya sebagai suami terhadap istrinya sendiri bahwa ia tidak
akan menggaulinya lagi.®
Dasar hukum ‘Ila, yaitu:
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Artinya :“Kepada orang-orang yang meng-ilaa’ isterinya diberi
tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka
kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya All

Maha Pengampun lagidviaha Penyayang.” (Q.S.
¥

Ila’ artinya sumpah. Apabila suami bersumpah tidak

istrinya selama waktu tertentu, maka lamanya itu minimal 4 (empat)

bulanm lebih sinﬁ

aka suami harus menunggu

hingga masa yang ditentukan berakhir, dan istri tidak mempunyai
hak untuk meminta suaminya kembali pada masa itu.*
Li’an adalah sumpah yang diajarkan Islam ketika suami menuduh

istrinya berzina. Disebut Li’an karena suami yang melaknat dirinya

M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Mishbah, (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran) Vol.
14. Cet. V (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 63-64.
% Sayyid Sabiq , Fikih Sunnah 8, (Bandung: Al-Ma’arif, 1996), h. 115

*°Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah), (Jakarta
Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 36.
*Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Op.Cit., h. 368



sendiri jika ia berdusta atas tuduhannya.? Tata cara melakukan Li’an

terdapat dalam firman Allah,
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Artinya :”6. dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina)*,
Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain

diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah
empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesun

Dia ada rmasu g-orang yang benar.
7. dan ’)E elima: bahwa la'nat Allah at
jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta.

8. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman pahnya

empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu
nar Termasuk or ng dusta.

. ah) yang #Panhwa laknat Allah atasnya

jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar ”.**

(An-Nuur [24]: 6-9)

% Mugaaranatul Madzzahibi, Syaltut, dan as-Saayis, h. 104-108 di dalam buku Prof. Dr.
Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Arif Mujahir, Cet. 1,
Figh Islam Wa Adillatuhu jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 481.

93Orang yang menuduh Istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi,
haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa Dia adalah benar dalam tuduhannya
itu. kemudian Dia bersumpah sekali lagi bahwa Dia akan kena laknat Allah jika Dia berdusta.
Masalah ini dalam figih dikenal dengan Li'an.

**Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah), (Jakarta
Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h.



Menurut kitab-kitab figh, terdapat 4 (empat) kemungkinan yang
dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu
terjadinya perceraian, yaitu:

a. Terjadinya nusyuz

Nusyuz berasal dari kata derivat an-nasyz yang berarti tempat

yang tinggi. Sedangkan dalam istilah nusyuz dikenal sebagai

kebencian dari salah satu pihak, baik dari suami ataupun istri.

Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Manshur al-Lugawi dan

Fakhr ar-Razi.*®

Dari uraian diatas, jelas Nusyuz tidak hanya dapat dilakukan oleh

istri namun suami juga bisa melakukan nusyuz terha

Seperti ketika mlenya. Berikut penjelasan

Syuz Suami atau istri:

1) Wadap suamr
Islam melarang keras tindakan tidak memenuhi tugas bagi

seorang istri dalam bentuk apapun. Allah berfirman dalam

surah An-Nisa ayat 34 :
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Artinya :“... wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz

nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah

% Abu Yasid, Figh Today (Fatwa Tradisional untuk Orang Modern), (Jakarta: Erlangga,
2007), h. 62



mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah
mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka
janganlah  kamu mencari-cari  jalan  untuk
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi
lagi Maha besar. "%

Wanita nusyuz yaitu wanita yang mengadukan ihwal suami
kepada orang lain, perintah suaminya ditolak, berpaling dari
suami, dan membuat suami menjadi marah. Jika istri
menunjukan tanda-tanda nusyuz maka nasihatilah akan siksa
Allah jika dia durhaka kepada suaminya, karena Allah
mewajibkan seorang istri untuk mentaati suaminya. °’

Ayat diatas menjelaskan tentang tata cara yang bijaksana
dalam mengatasi istri yang nusyuz , yaitu:

a) Memberi nasihat serta petunjuk dengan bijaksana

At

b) Memisahkan diri dari tempat tidurnya

%‘“y =
¢) memukU®ringan yang Wak sampai menimbulkan luka

dengan menggunakan tongkat dan lain sebagainya.*®

Memukul dalam hal ini bukan untuk menyakiti istri
melainkan untuk memberi efek jera pada istri yang tidak

mau mempergauli suaminya dengan baik.

**Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah), (Jakarta
Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 84

*’Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Op.Cit., h. 704-705.

% Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi’, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddig, Kado
Pernikahan, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2005), h. 153-154



2) Nusyuz suami terhadap istri
Dalam beberapa literatur figih dituturkan bahwa nusyuz
seorang suami merupaan perubahan sikap yangterjadi pada
dirinya. Semula penuh kasih sayang, lemah lembut dalam
bertutur, ramah saat bersikap kepada isriny, namun semua itu
berubah menjadi acuh tak acuh, bermuka masam, bahkan
bersikap kasar dan sesekali penuh penentangan. * Allah

Ta’ala berfirman :

i TR el ACIET R SRR T
o/ljolflwlpr@luijujlul‘;o/jmcu?%lcdu

.
-

Il

3 g, & F
s

PR S & “
%%WCMJ‘WQJ@}‘)&Y‘

B - Al & __ -7
\A 0 CRRER e

Artinya :”Dan jika seorang wanita khawati
atau sikap tidak acuh.dari suaminya, Maka tidak

engapa bagi kedu adakan perdamaian
ﬂsebenar- »dan perdamaian itu lebih
baik (bagi merekd) walaupun manusia itu menurut

tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan
isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari
nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya
Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan.®(Q.S. An-Nisaa : 128)

Suatu hubungan terkadang diwarnai dengan ketidaksukaan
antara suami dan istri, terkadang sejalan terkadang berpisah.
Jika seorang istri menghawatirkan suaminya mengacuhkan

atau mengabaikan dirinya, maka istri harus rela untuk tidak

% Abu Yasid, Op. Cit, h. 63-64
1% ementrian Agama Republik Indonesia, Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah), (Jakarta
Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h.99



meminta sebagian ataupun seluruh haknya dari suami, dan
hak-hak lainnya yang wajib diberikan suami. Suami harus
menerima dan istri tidak harus merasa bersalah. Begitupun
dengan suami tidak perlu merasa bersalah dengan menerima
hak dari istri. Maka kemudian Allah berfirman “ Perdamaian

itu lebihh baik daripada perceraian.'®*

b. Terjadinya syigaq

Syigaq secara bahasa berarti perselisihan, percekcokan, dan
permusuhan. Sedangkan menurut Kamal Muchtar syigaq adalah
perselisinan antara suami dan istri yang didamaikan oleh dua
orang hakam

.102
Syigaq merupberlli“ng berawal dan terjadi

dua belah pihak suami dan istri secara be

sngan Nusyu’lhan hanya berawal
dari salah satu pihak yaitu suami atau istri. %

c. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (fakhisyah)

4. Akibat yang timbul dari suatu perceraian menurut Hukum Islam
Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri dalam hukum Islam
maka akibat hukumnya yang jelas dibebankannya kewajiban suami

terhadap istri dan anak-anaknya, yaitu:

I\Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Op.Cit., h. 812.

102 Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT. Intermasa, 1997), h.
1708.

1935halih bin Ghonim As-Sadlan, Kesalahan-Kesalahan Istri, (Jakarta: Pustaka Progresif,
2004), h. 3.



a. Memberi mut’ah yang pantas berupa uang atau barang.

Mut’ah adalah suatu pemberian dari suami kepada istri yang
diceraikannya (cerai thalak) agar hati istri dapat terhibur. Pemberian
tersebut dapat berupa uang atau pakaian, perhiasan menurut keadaan
dan kemampuan suami.

Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran:
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Artinya :“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu

sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya,
Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah'®da

aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. %
Ahzab : I &

Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal sela

istri masih dalam masa. ‘iddah.

Selama mantan hasih dalam* ‘iddah maka mantan suami

wajib memberinya biaya hidup berupa pakaian dan tempat kediaman.

c. Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak ia
masih bayi sampai ia dewasa dan bisa mandiri.
d. Melunasi mas kawin, perjanjian ta’lik Thalak dan perjanjian lain

ketika perkawinan berlangsung dulu.*®

"%Mut'ah Yaitu: suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah

diceraikan menurut kesanggupan suami.

1%Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah), (Jakarta
Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 421

196 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Hukum Perundangan,
Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 1990) , h.192.



C. Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman

Membahas hukum atau sistem hukum yang berlaku di dalam masyarakat
yang berarti membahas mengenai aturan-aturan norma tertulis maupun yang
tidak tertulis yang berkaitan dengan prilaku benar atau salah, serta hak dan
kewajiban. Perceraian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan
adanya aturan hukum. Dimana dengan terjadinya perceraian akan timbul
hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Menurut Lawrence M. Friedman seorang sejarawan yang juga pakar
sejarah hukum Amerika, untuk menegakkan suatu hukum tergantung

dengan 3 (tiga) unsur sistem hukum, yaitu:

1) Struktur Hukum (Legal Structure)
Teori ini disebgli“ktural yang menentuka

tidaknya suatu hukum terlaksana dengan

pada “ng No. 8 TMQ Hukum Acara
Pidana bahwa struktur hukum meliputi; Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Dalam
menjalankan tugasnya undang-undang telah menjamin kewenangan
lembaga penegak hukum, sehingga tugas dan tanggung jawabnya
terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya.
Untuk menegakkan suatu hukum agar berlaku dengan bak maka
diperlukan aparat penegak hukum yang tegas. Karena walaupun

peraturan perundang-undangnya bagus jika tidak didukung dengan



aparatur yang tegas maka keadilan hanya menjadi sebuah angan-
angan.*’
2) Isi Hukum (Legal Substance)

Aspek lain darisistem hukum adalah isinya/substansinya.
Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata
manusiayang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum
menyangkut peraturan perundang-undangan yangberlaku yang
memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat
penegak hukum.'® Dimana subtansi hukum ini dibentuk sesuai
dengan pola tingkah laku manusia yang menciptakan peristiwa
hukum. Sehingga dapat dikatakan_bahwa terciptanya atura
dilatar belakangiﬂ(lvyﬁperistiwa hukum.

a Hukum (Legal Culture)

Bu“ﬁerupakan swhadap hukum dan
sistem hukum. Budaya hukum merupakan suatu kekuatan sosial
yang menentutukan bagaimana suatu hukum digunakan, dihindari
dan disalahgunakan.Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk
menjalankan aturan hukum vyang ditetapkan dan sebaik apapun
kualitas substansi hukum yang diciptakan tanpa ada dukungan dari
budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan

masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara

"Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, (On-Line), tersedia di:
https://www.academia.edu/34996829/Teori_Sistem Hukum_Lawrence M. Friedman (19 Juni
2019)

198 hid



https://www.academia.edu/34996829/Teori_Sistem_Hukum_Lawrence_M._Friedman%20(19

efektif'®. Oleh karena itu budaya hukum merupakan faktor yang
menentukan bagaimana kedudukan sistem hukum dalam kehidupan
masyarakat. Terutama di Indonesia budaya hukum masih terlihat
sangat jelas dikehidupan masyarakat. Karena masyarakat lebih
memilih hukum yang sering mereka lakukan dilingkungannya

dibandingkan dengan hukum yang telah diatur oleh pemerintah.

D. Kaidah Maslahah Mursalah

Untuk mengkaji masalah penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang
Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islamdalam hubungannya
dengan perceraian di muka Pengadilan penulis akan lebih dulu menjelaskan

ber hukum Islam yaﬂ cluﬂerdasarkan urutannyat

um Islam adalah Al-Qur’an, sunnah, ijma’, giyas, istihsan,

mursalah, urf’, istishhab, syar 'u man qablana.

Karena mm di bahasm hukum yang pasti,

sehingga kaidah yang digunakan penulis untuk menentukan bagaimana

hukum Islam memandang perceraian yang dilakukan didepan Pengadilan
yaitu menggunakan kaidah maslahah mursalah. Islam menyajikan sistem
kehidupan yang komprehensif berdasarkan tun-tunan ilahi. Karena Islam
dituntut untuk senantiasa memberi suatu solusi dari setiap masalah yang

muncul dengan seiring berkembangnya zaman dan era yang modern ini.

Ibid



Kaidah ini tidak ditegaskan dalam nas, serta tidak ada satu dalilpun yang
menolaknya maupun mengakuinya.**

Maslahah Mursalah berasal dari dua kata yang berbeda, Maslahah
berasal dari bahasa arab yang dalam bahasa indonesia disebut maslahat yang
artinya kebaikan atau kemanfaatan dan menolak kerusakan. Sedangkan kata
mursalah sendiri berarti terlepas bebas serta tidak terikat dengan dalil
agama.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, maslahah mursalah adalah maslahah di
mana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan maslahah,
juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau
mbatalannya.™*

Dilihat dari segi redab rlir“ng maslahah mursalah

a perbedaan, tetapi ketika dilihat dari segi isi

ikatnya

terdapat satu mendasar, yali hukum dalam hal-

hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur’an maupun Hadis,
dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia
yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.*?

Seperti kaidah Ushul figh berikut :

1%jalaluddin Abdurrahman, al-Masalih al-Maesalah wa Makanatuha fi at-Tasyri’ (Mesir:
Matba’ah as-Sa’adah, 1403), h.23. di dalam Disertasi Maimun, “Maqasid Asy-Syari’ah Sebaga
Metode Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”. (Disertasi Program
Doktor Hukum Keluarga Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017).

Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Figh, terj. Noer Iskandar al-Bansany,Kaidah-
kaidah Hukum Islam,Cet-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

12 Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam
Penentuan Hukum Islam, Jurnal limiah Ekonomi Islam, Vol. 4(01), 2018, h. 65-66. tersedia di :
https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140 (12 Mei 2019)
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Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik
kemaslahatan™*?

Maslahah mursalah dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda
kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa,
akal, keturunan dan harta. Atau disebut juga sebagai sifat yang melekat pada
struktur hukum berupa upaya untuk mengambil hal positif dan
meninggalkan yang negatif bagi manusia, nyata maupun tersembunyi dalam
pandangan manusia.**

Hakikat dari maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal

ngan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (jalbul mas

manfa’ah) atau menghi ll) dar’ul mafasid) bagi m

n Muda, 2017). Semua hal yang baik menurut akal i
dengan tuquashid syaWenetapkan hukum,
walaupun tidak ada petunjlk syara’ secara khusus yang menolaknya, juga

tidak ada petunjuk syara’ yang mengetahuinya. Hal ini selaras dengan

pendapat Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah yang
mengungkap bahwa maslahah adalah perangkat hukum yang digunakan
dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kebaikan masyarakat dan

mencegah kejahatan sosial atau korupsi (Dusuki dan Abdullah, 2012).*

"SNashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawaid
Fighiyyah, terjemahWahyu Setiawan, Cet.2 (Jakarta: Amzah, 2009), h. 2.

"Mohammad Rusfi, Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber
Hukum,Al-‘Adalah  Vol. XII, No. 1 (Juni 2014), h.64. dapat di akses di
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175, (07 April 2019)

1bid, h.37



http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175

Maslahah terdapat dua macam yaitu:

1. Maslahah Mu’tabarah ialah suatu maslahat atau kebaikan yang telah

diakui oleh Islam. Hal-hal yang telah diatur dalam Al-Quran dan

Hadis serta sudah pasti hukumnya sehingga manusia tinggal
menjalankan peraturannya.

2. Maslahah Mursalah yaitu mengakui suatu kemaslahatan karena
adanya peristiwa-peristiwa baru yang timbul setelah wafatnya
Rasulullah SAW.'®

Menurut Jumhur Ulama bahwa maslahah mursalah dapat sebagai

sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:
Maslahah tersebut haruslah “maslahah yang haqiqi” bukan ha
berdasarkan prasanLru'kAaslahatan yang nyata.

embina hukum berdasarkan kemaslahatan

faatan dan me aratan. Akan tetapi

dapat m
kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka
adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum
semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan
syari’at yang benar.

b) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan
kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok

tertentu, dikarenakan kemasla-hatan tersebut harus bisa dimanfaatkan

"%Susiadi AS,Buku Daras, Ushul Figh I(Bandar Laampung: Fakultas Syari’ah IAIN
Raden Intan Lampung, 2010), h.106



oleh orang banyak dan dapat menolak kemuda-ratan terhadap orang

banyak pula.

c) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang
terdapat dalam Alqur’an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin.
Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif
dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan
perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian
tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian (Jamil, 2008).

Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa maslahah mursalah dapat
dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan
memenuhi syarat sebagai tersebut di a
(ﬂ nluAemaslahatan yang nyat

aslahatan yang sifatnya masih nelum_j hanya

ari-hari bila telah

itambahkan maslahah

prasangka, Y

Wpat menarWatan dan menolak

kemudaratan.

Selama maslahah tersebut mengandung manfaat secara umum dengan
mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-

tujuan yang dikandung dalam Alqur’an dan Hadis.*’

"Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam
Penentuan Hukum Islam, Jurnal llmiah Ekonomi Islam, Vol. 4 (01), 2018, h. 71. tersedia di :
https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140, (12 Mei 2019)



https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140

BAB 111
LAPORAN PENELITIAN
C. Gambaran Umum Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten
Lampung Timur
Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur
berdiri sejak tanggal 25 November 1995 pada awalnya masih hamparan
sawah hanya tumbuh hutan peroumpung menurut cerita penduduk. Desa
Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dulu
pemecahan dari desa Asaha, sebagian penduduk pendatang dari luar daerah.
Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur mulai
ihuni pada tahun 1979 sampai sekarang. Desa ini dibuka ole
Sukiran sebagai kepalab'wglv,A]an datang kepala rom

ari jawa barat dan menetap disitu. Kemudian

bapak saud b untuk mengin sahan lalu disetujui

menjadi dusun Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung
Timur. Pda saat itu dusun Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten
Lampung Timur dihuni oleh 55 Kepala Keluarga, pada tanggal 25
November 1995 dimekarkan oleh desa Asahan resmi menjadi desa Blimbing
Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dan bagian dari
kecamatan Jabung kabupaten Lampung Timur. Pada awalnya desa Blimbing
Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 4 dusun lalu
pada tahun 2006 pada masa kepemimpinan Bapak Nasrudin terjadi

pemekaran menjadi 6 dusun dan 17 RT.



5. Sejarah Singkat Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten
Lampung Timur

Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur
awalnya adalah hamparan hutan perompong dan bambu hutan, pada tahun
1973 ada 6 orang yang datang ke wilayah itu, Setelah tanahnya dinilai
cukup subur6 orangg tersebut membuka lahan dan bertani, membuat
gubuk umbulan tempat pemukiman yang diketuai oleh bapak satimin.
Wilayah itu merupakan bagian dari desa asahan. Umbulan itu disebut ulak
belimbing yang dikitari air sungai (pusaran air) sekampung. Dengan
berjalannya waktu ulak belimbing dikenal banyak orang. Sehingga banyak

saudara-saudarapengumbul berdatangan baik dari jawa maupun desa

a. Visi Des

Mewujudkan Desa Blimbing Sari mrnjadi desa maju, mandiri, dan

sejahtera melalui bidang Pertanian, Pendidikan, Industri Rumah Tangga

dan Sumber Daya Manusia (SDM).

b. Misi Desa Blimbing Sari

1) Memperbaiki dan menambah sarana prasarana yang dibutuhkan
untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia sebagai pendidikan
formal maupun informal.

2) Bekerja sama dengan petugas Penyuluh Lapangan untuk

meningkatkan hasil pertanian, peternakan, dan hasil Industri kecil.



3) Meningkatkan Usaha peternakan dan industri kecil.

4) Meningkatkan dan mengelola Pendapatan asli desa,
5) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui

pelaksanaan Otonomi Daerah.
7. Kondisi Geografi Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten
Lampung Timur
Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur
merupakan satu dari 15 desa di wilayah kecamatan Jabung yang terletak 7
km ke arah timur dari kota kecamatan. Desa Blimbing Sari Kecamatan
Jabung Kabupaten Lampung Timur mempunyai luas wilayah seluas 159
ektar dengan batas-batasnya sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbaﬁnln Asaahan

Selatan berbatasan dengan Desa Way Buha Palas

c. Sebelah J4 san denga des Mekar Jaya

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanjung Sari

Iklim desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung
Timur sebagai mana desa-desa lain di wilayah Indonesia yaitu memiliki
iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung
terhadap pola tanam yang ada di desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung

Kabupaten Lampung Timur kecamatan Jabung, Lampung Timur.



8. Data Monografi Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kaabupaten
Lampung Timur
a. Jumlah Penduduk
Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur
memiliki jumlah penduduk 2.467 jiwa berdasarkan data penduduk
tahun 2019, yang tersebar dalam 6 dusun dengan perincian
sebagaimana tabel:

Tabel 1. Jumlah Penduduk

Jumlah Jiwa

Dusun
L P
Dusun | 119 203

usun 11 224 221
Dusun | 3 187 ’
Dusun V 18 157

Dusun VI 193 178

Jumlah 1220 | 1247

Sumber: Data demografi Desa Blimbing Sari tahun 2017

b. Agama yang di Anut
Berdasarkan keterangan dari aparatur desa (Sekretaris Desa) bahwa
mayoritas agama yang dianut di desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung
Kabupaten Laampung Timur adalam Islam. Adapun ada 1 masyarakat

yang menganut agama Kristen.



c. Tingkat Pendidikan

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Blimbing Sari

No Pendidikan Jumlah

1 Pra Sekolah 324

2 Tidak Sekolah 55

3 SD 540

4 SMP 600
SMA 315

Sarj

Sumber: ografi Desa Blimbing Sari tahun 2017

uk

9. Mata Penca

Karena desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur
mayoritas petani maka desa ini merupakan desa pertanian, dengan
penduduk usia belum/tidak produktif 696 jiwa. Sednagkan jumlah
penduduk usia produktif sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Mata Penahaian Masyarakat Desa Blimbing Sari

Petani Pedagang Wiraswasta PNS Buruh

1254 167 82 - 129

Sumber: Data Demografi Desa Blimbing Sari tahun 2017



D. Penerapan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (1)

Undang-Undang Perkawinan dalam hubungannya dengan perceraian

di muka Pengadilan

Penerapan Pasal 115 KHI yang menyatakan bahwa:Perceraian hanya
dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan

Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

pihak '

Begitu juga dalam Pasal 39 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 menyatakan
bahwa : Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan
setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.**®

Berdasarkan hasil wawancara dengan sampel masyarakat desa Bii
Sari Kecamatan Jabunb‘plAung Timur yang mel

gan itu

pe i ibawah tangan bahwasanya perceraian di
terjadi dikareqmpuh, biaya daP’ erlama-lama dalam
mengurus perceraian.’°Selain itu mereka yang melakukan perceraian
dibawah tangan sebagian memiliki latar belakang pendidikan yang masih
minim. Sehingga masih ada dari mereka yang kurang memahami tentang
peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Namun, mengenai kasus perceraian di bawah tangan oleh beberapa
masyarakat Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur,

dapat dikatakan sebagian masyarakat disana juga sudah mengetahui hukum

8 Tim Redaksi Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan
Perwakafan) cetakan ke 2, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), h. 36.

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

120 Wawancara dengan sulastri, Blimbing Sari, 02 Mei 2019



yang berlaku di negara Indonesia, akan tetapi kendala yang dihadapi berupa
jarak antara desa dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang
terlalu jauh untuk dijangkau, membuat masyarakat yang ingin cepat dalam
mengurus perceraianmemilih jalan pintas dengan melakukan cerai di bawah
tangan.

Hasil wawancara yang diperoleh dari aparatur desa mendapatkan
jawaban bahwasanya perceraian dibawah tangan kebanyakan terjadi karena
salah satu pihak yang tiba-tiba pergi tanpa berpamitan dengan keluarga.
Terutama jika pihak wanita yangg ditinggalkan suami tidak lagi

memberikan nafkah kepada istri yang ditinggalkan. Sehingga hal tersebut

itinggalkan ingin bercerai dengan cepat, m
Lrlti mbutuhkan administrasj

menyebabkan masih ada masyarakat

mbuat pihak yang d

engan biaya yang mi

perceraian din‘ '

Namun proses perceralan yang dilakukan oleh masyarakat di desa
Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur tidak
semuanya menggunakan cerai dibawah tangan melainkan sudah ada juga
beberapa masyarakat yang mendaftarkan perceraiannya di Pengadilan.

Dengan masih dilakukannya perceraian dibawah tangan maka akibat dari
perceraian tersebut dapat merugikan bagi masing-masing pihak nantinya
seperti kedua belah pihak tidak dapat menikah melalui Kantor Urusan
Agama (menikah yang dicatatkan oleh negara) apabila hendak menikah

setelah bercerai karena untuk melakukan pernikahan di Kantor Urusan



Agama harus melampirkan bukti akta cerai dari pernikahan yang
sebelumnya, serta kedua belah pihak tidak dapat menuntut harta yang sudah
ditentukan apabila dirasa tidak adil. Kemudian bagi pihak wanita yang
hendak menikah lagi dan tidak dapat dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama
(KUA) akan berdampak pada statusnya dan status anak-anakya kelak yang
tidak dapat dicatatkan pula dan mempersulit pendidikan yang akan di jalani
oleh anaknya dan begitupun seterusnya karena setiap peristiwa hukum akan
dicatatkan oleh negara. Namun jika pada awalnya saja sudah tidak
dicatatkan maka akan berlanjut tidak dapat dicatatkan sampai peristiwa
hukumnya dicatatkan terlebih dahulu.

Dalam hal perceraian dibawah tangan, masyarakat desa Blimbi
abupaten Lampung Tibnlaﬁermaterai yang dibuat

un, Seharusnya jika pernikahannya dilakuk

di Kantor Ur KUA) maka pe un harus dilakukan

atau dicatatkan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Supaya ketika
mereka hendak menikah lagi surat (akta) cerai yang dimiliki dapat berlaku
di manapun mereka tinggal.

Jika hanya menggunakan surat cerai yang dibuat di desa maka status
kawin yang disandangnya belum hilang di mata hukum negara Indonesia,
sehingga untuk melakukan pernikahan yang dicatatkan diperlukan akta
cerai resmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Masyarakat desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung

Timur mengetahui apabila melakukan perceraian dibawah tangan itu tidak



diperbolehkan, namun kembali lagi dengan alasan keadaan di desa Blimbing
Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur bahwasanya jarak
tempuh yang jauh, menggunakan biaya yang dianggap banyak dan proses
yang lama dalam mengurus perceraian membuat mereka memilih yang lebih
cepat dan menggunakan sedikit biaya.

Sangat disayangkan hal seperti itu harus terjadi di desa Blimbing Sari
Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, karena dengan begitu status
cerai yang dimilikinya hanyasebatas diketahui desa dan keluarga saja. Status
kawin yang masih disandang kedua belah pihak dimata hukum dan
melakukan pernikahan kedua tanpa dicatatkan di KUA yang mungkin
ntinya dapat merugikan dan mengancam status kedua belah pihak
Menurut tokoh agadeli Ambing Sari Kecamatan

ampung Timur bahwa lebih baik jika percerai

Pengadilan s ita adalah ne ng mengedepankan

hukum positif untuk diakui keabsahannya oleh negara. Karena apabila tidak
dicatatkan maka dalam pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan
perkawinan akan menjadi sulit untuk urusan kedepannya seperti untuk
syarat menikah lagi.'**

Seperti ketika akan melakukan isbath nikah namun kedua belah pihak
saat menikah berstatus janda dan duda. Jika belum mendapatkan surat cerai

dengan istri yang terdahulu maka isbath nikah tidak dapat di lakukan.

?\Wawancara dengan bapak Abdullah, Blimbing Sari, 02 Mei 2019



Kemudian jika sang Janda melakukan perceraian dari pernikahan siri
maka dia harus meng-isbath-kan pernikahan yg dulu dan meminta surat
cerai. Sehingga isbath nikahnya dengan suami yang baru dapat di proses di
Pengadilan Agama.

Dengan adanya surat/akta cerai dapat mempermudah urusan Kita yang
berkaitan dengan status sah kita di Negara Republik Indonesia, karena
walaupun negara Indonesia Mayoritas Muslim namun sistem hukum yang
digunakan adalah sistem hukum nasional sehingga suatu peristiwa hukum
hanya akan diakui apabila ada bukti otentik berupa akta/surat yang sudah

memiliki kekuatan hukum tetap untuk memperkuat statusnya.

Islam memang tidak milarang adanya_cerai di bawah tangan a

dilu A namun kekuatan huku

ya imiliki oleh putusan atau penetapan yan i an oleh

Nmempermuch’gng membutuhkan

pecatatan secara resmi dinegara.

anpa di lakukan didepa

Pengadilan

Walaupun masih ada yang awam akan hukum positif di Indonesia namun

setidaknya mereka mengetahui akan pentingnya status sah yang di berikan

oleh negara, sehingga tidak mempersulit keadaan yang tidak terduga.



BAB IV
ANALISIS DATA
A. Penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal
115 Kompilasi Hukum Islam dalam hubungannya dengan perceraian di
muka Pengadilan pada masyarakat Blimbing Sari Kecamatan Jabung
Kabupaten Lampung Timur

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula mucul
permasalahan baru, khususnya terkait masalah hukum keluarga Islam di
Indonesia salah satunya mengenai perkara pencatatan perceraian, yang mana
pada tahun sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan tentang
Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

kum Islam belum ada peraturan yang mengatur tentang k
elakukan perceraian CL ;'wANamun, setelah diberl

-Undang

pe rsebut maka, berdasarkan Pasal 39 ayat (1
Perkawinan Wn bahwa :Pya dapat dilakukan
didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha

dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”?

Juga Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:
“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama
setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak.”*?

'??Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
122 Tim Redaksi Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan
Perwakafan) cetakan ke 2, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), h. 36.



Bahwa perceraian harus dilakukan di muka Pengadilan untuk dicatatkan
agar sah menurut agama serta sah di mata hukum yang memiliki kekuatan
hukum tetap agar dapat dikatakan bahwa perceraian tersebut dilakukan
secara sah menurut agama dan sah menurut negara.

Dengan demikian, pelaksanaan perceraian oleh Masyarakat desa
Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dibagi
menjadi 2 kelompok:

1. Masyarakat yang mengetahui hukum dan melaksanakan sesuai dengan
ketentuan hukum yaitu melakukan perceraian di muka Pengadilan.

2. Masyarakat yang mengetahui hukum namun enggan melaksanakannya
yaitu dengan melakukan perceraian di bawah tangan, denga

karena proses percerL ari jangkauan dan biay.
Setelah melamman dan mesa Blimbing Sari

Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur peneliti dapat menegaskan

bahwasanya dalam hal ini hukum Islam (cerai dibawah tangan) dan hukum
positif (cerai dimuka Pengadilan) sama-sama boleh digunakan sesuai
dengan kemaslahatannya. Bagi warga Blimbing Sari Kecamatan Jabung
Kabupaten Lampung Timur untuk melakukan perceraian dimuka Pengadilan
membutuhkan waktu lama, perjalanan jauh dan menghabiskan biaya yang
dianggap relatif banyak untuk penduduk desa yang mayoritas bekerja

sebagai petani. Sehingga menyebabkan masih adanya warga desa Blimbing



Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur yang melakukan
perceraian di bawah tangan yang disebabkan oleh beberapa alasan diatas.
Hal tersebut tidak menutup kemungkinan masyarakat desa Blimbing Sari
Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur tidak mengetahui hukum
(buta hukum), karena sudah ada juga masyarakat yang melakukan
perceraian di muka Pengadilan.

Namun jika dilihat kembali menggunakan teori Lawrence M. Friedman
dalam kasus ini budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat
mempengaruhi hukum positif yang berlaku dalam masyarakat. Seperti yang
telah dijelaskan bahwasanya sebaik apapun aturan yang berlaku dan sebaik

apun aparat penegak hukum yang mengatur namun jika tidak

ukungan dari masyarab ' &g hukum) maka huku
ap belum efektif.
Tinjauan Hmwap Pem ayat (1) Undang-
Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dalam

hubungannya dengan perceraian di muka Pengadilan pada masyarakat
Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur

Putusnya perkawinan yang berarti adalah berakhirnya hubungan antara
suami dan istri yang disebabkan oleh alasan-alasan yang kuat dan terbukti
kebenarannya. Seperti dalam hukum Islam alasan untuk melakukan
perceraian yaitu thalak, khulu’, zihar, ‘ila, li’an, dan alasan lainnya, adapun
alasan lainnya yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian adalam
salah satunya krisis moral dan akhlak yang sering dijadikan landasan untuk

melakukan perceraian, misalnya karena suami atau istri lalai akan



kewajibannya, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, pergi tanpa pamit,
serta prilaku buruk lainnya yang memicu terjadinya perceraian.

Negara Indonesia yang mayoritas masyarakat beragama Islam namun
menggunakan hukum positif dalam administrasi kependudukannya dan
menerapkan Peraturan mengenai keharusan bercerai di muka Pengadilan
untuk dicatatkan perceraiannya secara sah di Pengadilan dan memiliki
kekuatan hukum tetap yaitu berupa akta cerai.

Perceraian dibawah tangan memang sudah sah dan halal hukumnya di
dalam agama Islam, tetapi hal tersebut merupakan sesuatu yang dibenci oleh
Allah swt. Sehingga tidak seharusnya sebuah perceraian dianggap enteng

n dipermudah. Ketika perceraian dilihat dari sudut pandang fiki
uami mengucapkan taan lenana saja maka jatuhla
un jika dilihat dari sudut pandang dari kepasti

W kemaslahWberikan kerugian

terutama bagi pihak wanita (istri).

nya hal

tersebut tid

Berdasarkan hal diatas, maka muncul dua hukum yang berbeda yaitu
bagi pihak yang melakukan perceraian di muka pengadilan dan juga bagi
para pihak yang melakukan peceraian di bawah tangan atau dalam hal ini
ialah perceraian yang tidak tercatatkan. Maka, jika ditinjau menggunakan
hukum Islam perceraian yang terjadi di desa Blimbing SariKecamatan
Jabung Kabupaten Lampung Timur, sah walaupun hanya diucapkan oleh
suami tanpa adanya sidang di muka Pengadilan. Sedangkan jika ditinjau

dengan kaidah Maslahahperceraian yang dilakukan dibawah tangan



walaupun sudah menggunakan materai perceraian tetap dianggap belum
putus karena belum dicatatkan di Pengadilan. Sehingga nantinya akan
berdampak pada status hukum yang dimilikinya dan mempersulit
pengurusan data kependudukan yang harus dicatatkan. Karena perceraian
dibawah tangan hanya sah menurut hukum Agama tetapi tidak sah menurut
hukum yang berlaku di negara Idonesia, sehingga status yang dimilikiya di
Negara Indonesia masih belum putus sebagai suami istri.

Al-Quran maupun Hadis tidak ada yang menyatakan keharusan adanya
pencatatan perceraian. Namun, dalam kondisi di era modern seperti
sekarang ini, pencatatan perceraian merupakan sebuah keharusan, karena
nyak sekali mudhorot .yang akan dijtimbulkan jika tidak di
encatatan. Islam menebal/ﬁkemudhorotan, meman
bagaimana ungkapan sebuah kaidah fikih:

-

Karena pada era globalisasi serta kemajuan teknologi informasi dan

‘/.} }/é. ‘

B

C -

“Kemudhorotan harus dihilangkan™*

komunikasi ini, telah memberikan dampak dan cara pandang baru dalam
pemahaman hukum keluarga Islam yaitu dengan timbul adanya kekeliruan,
kesalahpahaman, atau penyalahgunaan status akibat dari perceraian yang
tidak dicatatkan. Dengan begitu masyarakat dengan mudahnya melakukan
perceraian dan menggunakan alasan-alasan yang dianggap sepele untuk

menceraikan istri atau suaminya, dengan munculnya berbagai

"Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawaid
Fighiyyah, terjemahWahyu Setiawan, Cet.2 (Jakarta: Amzah, 2009), h. 17.



kemudhorotan tersebut, maka para ulama dan pemerintah membuat
peraturan yang mengatur diharuskannya pencatatan perceraian yang
dilakukan oleh Pengadilan agama Kabupaten/Kota.

Jika memahami masalah pencatatan perceraian ini secara mendalam,
akan ditemukan nash yang mengingatkan agar dalam setiap
transaksi/perjanjian itu dilakukan pencatatan. Dalam surat al-Bagarah ayat

282 Allah berfirman:

/19 7 - 82 22

L@t_,\_,.unyu;\f.mwﬂgu,»\ PN

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‘amalah'®
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya...”*%

A ﬁ i Allah SWT bagi hamb
bermuamalah denga
tidak tunai hendaklahh mereka mencat agar catatannya

dapat menjaMmalah tw meyakinkan bagi

orang Yyang memberi Kkesaksian serta menguatkan keyakinan dan

Ayat tersebut merup

a yang beriman, d

menjauhkan dari keraguan.'?’

Pencatatan perceraian tidak disebutkan dan tidak di bahas dalam ayat di
atas. Tetapi magasid al-syari’ah yang dituju ayat tersebut agar menghindari
salah satu pihak di kemudian hari tidak memungkiri segala sesuatu yang

telah disepakatinya atau mengingkari perjanjian yang telah dilakukannya

12Bermuamalah ialah seperti berjual-beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan
sebagainya.

126 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah), (Jakarta
Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 48

’Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Kemudahan dari ALLAH : Ringkasan tafsir Ibnu Katsir
Jilid 1, Penerjemah Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 462



dengan pihak lain. Yang bisa dipahami dari ayat tersebut adalah Allah
melalui firmannya Surat Al-Bagarah ayat 282 berusaha menjauhkan semua
kemungkinan yang akan membawa kemudhorotan. Pencatatan perceraian
merupakan perbuatan hukum yang penting karena akan menjadi bukti bila
terjadi pengingkaran tentang adanya perceraian tersebut. Jika sebuah
transaksi jual beli harus menggunakan pencatatan dalam hukum Islam,
apalagi perceraian yang akan banyak menimbulkan hak dan kewajiban,
sudah pasti memerlukan pencatatan juga.

Perceraian yang telah dilakukan pada masa lalu, jauh sebelum adanya

ketentuan yang mengaturnya, sementara perceraian itu dilakukan tanpa

anya pencatatan percerajan. Kita harus memahami satu hal bah

Imﬁatas, sementara perila

anusia semakin hari semakin beragam, sert

ash-nash al-Quran da
a hukum
un aturan hukum

semakin hari ambah kemun

yang mengaturnya belum ada. Maka untuk mengatasinya perlu adanya
ijtihad. Ijtihad menurut bahasa adalah mencurahkan seluruh daya upaya
yang dimiliki secara optimal untuk menghasilkan hukum yang berdasarkan
dalil-dalil terperinci.?® ljtihad merupakan kerja akal yang menggunakan
dasar hukuum syara’ sehingga hasil ijtihad tersebut merupakan bagian dari
hasil kerja akal manusia.

Pada masa lalu belum dirasakan arti penting mengenai pencatatan

perceraian, sehingga belum ada ketentuan yamg mengatur mengenai

128 Abdul Majid Khon, Ikhtisar Tarikh Tasyri’, Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari
Masa ke Masa (Jakarta: AMZAH, 2015), h.217



pencatatan perceraian. Disamping tingkat keber-agamaan dan amanah
terhadap lembaga perceraian cukup tinggi, dan tingkat penyelewengan
relatif kecil. Sementara untuk kondisi sekarang, tidak mungkin lagi sebuah
perceraian dilangsungkan tanpa adanya pencatatan. Banyak sekali
penyalahgunaan yang telah dilakukan, dimana konsekuensinya adalah ada
pihak tertentu yang akan dirugikan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi
semua ke-mudhorot-an yang akan timbul, perlu dibuat aturan-aturan yang
mengikat sehingga semua bentuk kesewenang-wenangan dapat dihindari
semaksimal mungkin.

Dalam setiap tindakan seorang muslim itu tidak boleh merugikan atau

irugikan oleh orang lain, iEbagaimana diiingkapkan oleh hadis:
I S

“Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh-dimudhorotkan

Hadis di@ng maaneseimbangan atau

keadilan dalam berperilaku serta secara moral menunjukkan mulianya

akhlak karena tidak mau memudhorotkan orang lain tetapi juga tidak mau
dimudhorotkan orang lain.

Dalam pandangan hukum Islam, Pemerintah ataupun penguasa
dibenarkan membuat segala jenis peraturan terutama mengenai hal-hal yang
tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran dan Hadis Nabi sejauh tidak

bertentangan dengan kedua nash tersebut. Menurut ajaran Islam perintah

23ayyid Sabig, Figh As-Sunah, jilid 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1982), h.208.



atau aturan penguasa wajib untuk ditaati sebagaimana firman Allah dalam

surat an-Nisa’ ayat 59:

£ 4 =

de

AT\t PR AT IR ,leuﬁg/;fff e

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu.... ~130

Avyat tersebut secara tegas, selain untuk memerintahkan mentaati Allah

dan Rasulnya, juga memerintahkan agar mentaati ulil amri (pemerintah, dll).

Taat kepada Allah yaitu ikutilah kitab-Nya, taat kepada Rasul yaitu

berpegang teguhlah kepada Sunnahnya, sedangkan Taat kepada ulil amri

emerintah, dll) yaitu taat pada peraturan yang ditetapkan oleh ulil

(pemerintah, dll). Ketaahdlpﬁh ini hukumnya wajib.

aatan itu bukan tanpa batas dan tidak bersifat mutlak.

terbatas hanwuran pemew membawa kepada
kemaksiatan

Pemerintah memiliki tugas dalam pembentukan Undang-Undang yaitu
yang dibentuk oleh badan legislatif yang terdiri dari DPR, DPD, dan MPR.
Dalam penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang
menyatakan bahwa : Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang
Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

berhasil mendamaikan kedua belah pihak.**

3% ementrian Agama Republik Indonesia, Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah), (Jakarta

Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 87
Y'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.



Juga Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:
Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah
Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
k 132

belah piha

Hal tersebut telah sesuai dengan kaidah fighiyah, yaitu:
wsliadly B ael 1 e sy & 2

Artinya :“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus
berorientasi kepada kemaslahatannya.”

Jadi ada kewajiban moral bagi rakyat untuk mentaati pemimpinnya

selama kebijakan tersebut adalah untuk kemaslahatan rakyatnya.

rdasarkan penjelasan di, atas_dapatodipahami bahwa untuk
ekarang, pencatatan ;hnlné&esuatu yang sangat

Sebagaimanawhiyah beriP

1 PN RIRS A F EANE

Artinya :“Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna jika tidak disertai
tindakan yang lain, maka tindakan itu menjadi wajib pula. 133

Menyempurnakan akad nikah adalah wajib, namun ia tidak sempurna
tanpa adanya pencatatan. Oleh sebab itu mencatatkan perceraianpun
hukumnya wajib. Dengan melakukan pencatatan perceraian banyak

kemaslahatan yang tercapai. Bahwa ada perbedaan pendapat tentang

32 Tim Redaksi Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan
Perwakafan) cetakan ke 2, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), h. 36.

B3 Tersedia di : https:/rumaysho.com/10130-kaedah-fikih-18-hukum-perantara-sama-
dengan-hukum-tujuan.html (Minggu, 14April 2019)



masalah pencatatan perceraian ini adalah sesuatu yang lumrah, karena
persoalan ini berada dalam koridor ijtihad yang tentunya kebenarannya
bersifat relatif. Akan tetapi kita berkewajiban untuk mencari mana yang
paling mendekati kebenaran dan sedikit mendapat mudhorot atau malah
sama sekali terhindar dari mudhorot.

Maka dari itu menurut teori ushul figh(maslahah mursalah) bahwasanya
pencatatan perceraian harus dilakukan dimuka pengadilan melihat kondisi
masyarakat saat ini banyak yang mudah mengingkari perjanjian dan tidak
puas dengan yang dimilikinya. Sehingga mencegah hal-hal yang kelak dapat

menimbulkan ke-mudhorotan yang tidak sesuai dengan hukum Islam

upun hukum positif.

Dengan begitu praktihail cﬁtangan yang dilakukan

ri Kec. Jabung Kab. Lampung Timur melan

m islam
dan tidak ta ian dibawah tangan

illwg-Undanq-wﬁL
yang dilakukan menimbulkan ke-mudhorotandan permasalahan hukum

lainnya jika masih diteruskan.




BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam dianggap belum efektif/ maksimal karena
dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat yang masih menggunakan
cerai dibawah tangan. Namun masyarakat desa Blimbing Sari Kecamatan
Jabung Kabupaten Lampung Timurmenyatakan bahwa mereka
mengetahui hukumnya walaupun tidak mengetahui pasal dan undang-

undang apa yang mengaturnya, namun untuk penerapan pasal tersebut

alam masyarakat m in ikarenakan masyarakat me

ahwa perceraian di Pengadilan Agama membutuhkan waktu

jarak tempuh yang jauh dan mengggunakan biaya yang dianggap mahal

oleh masyarakat. masyara ukan cerai dibawah tangan
dengan menggunakan surat yang diketahui oleh keluarga ataupun orang
terdekat yang dapat dipercaya.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap masalah penerapan Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Perkawinandan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam
mengenai perceraian dimuka pengadilan dilihat dari sisi kemashlahatan
yang ada, maka hukum Islam menganjurkan umatnya untuk

mencatatkanperceraian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban serta

hukum baru antar kedua belah pihak dan pihak lain yang terkait.



Praktik perceraian yang dilakukan di bawah tangan pada masyarakat di
desa Blimbing Sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur melanggar
ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Sehingga Islam
menganjurkan pencatatan perceraian guna mempermudah dan mencegah

adanya mudharat jika perceraian dilakukan hanya dibawah tangan.

B. Saran
Penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Untuk Pengadilan Agama Sukadana, karena desa Blimbing Sari

merupakan desa yang masih terpencil dan jauh untuk akses ke kabupaten,

penulis mengharapkan iEar dibentuk Petugas Sidang Keliling

ly“sih sulit untuk menj

Blimbing sari dan itarny.

ilan yang bertempat dikabupaten/kota.

keperdata i ap mudah di dapat tercatat oleh

negara, dan masyarakatpun akan jauh lebih memahami dan mengerti
tentang hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Kepada aparatur desa Blimbing Sari agar membuat lembaga penasihat

hukum bagi masyarakat yang tidak mengetahui akan hukum, agar

masyarakat yang bermasalah dengan hukum da[pat berkonsultasi kemana

mereka harus pergi dengan masalah yang dimilikinya.
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